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KATA PENGANTAR

Assalamuw’alaikum Wr. Wh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT., karena berkat
rahmat dan hidayah Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 dapat disajikan, yang
mana merupakan sarana bagi Sekretariat Daerah Provinsi Banten selaku
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja tahun 2022 kepada seluruh
stakholder/pemangku kepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam
memperbaiki kinerja dimasa depan.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999,
mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban
Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan dalam misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang ditetapkan dan rencana strategis. Pengejawantahan
pertanggungjawaban dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan
implementasi pengukuran pelaksananaan Rencana Pembangunan J angka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancan Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi Banten, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan
koreksi atas kelemahan yang ada, dan mempertajam perioritas
pembangunan ditahun yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan
kinerja yang lebih baik dan diharapkan laporan ini dapat memberikan

manfaat bagi seluruh aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Banten untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan

datang.




Akhirnya kami berharap agar informasi yang disajikan dalam
evaluasi kinerja diakhir tahun anggaran 2022 dapat dimanfaatkan untuk
melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas
kelemahan yang ada dan dapat mempertajam perioritas rencana
pembangunan untuk terwujudanya peningkatan kualitas kinerja

Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang
baik.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Serang, Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PRO\\/INSI BANTEN,

Ve

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680902 199603 2 002

il




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi
Banten tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian Indikator
Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pemerintah Provinsi Banten

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur

Harapan lama Sekolah

Rata rata lama Sekolah

Daya beli

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Angka Kematian Ibu (Per 100,000 Kelahiran Hidup)
. Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)

A L

S S S
— O

. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

—
N

. Indeks Keuangan Ingklutif

—
W

.Pringkat Daya Saing Provinsi dibandingkat Provinsi Lain di
Indeonesia

14. Emisi Rumah Kaca

15. Presentase Realisasi Produk Hukum Daerah & HAM yang
Terpublikasi

Hasil capaian lima belas indikator tersebut pada tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

1. Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten ditargetkan mencapai
nilai 85, hasil belum rilis;

2. Indikator Capaian Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan

mencapai nilai 85, tercapai 66,11 atau 78,75%;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

Indikator Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur
ditargetkan mencapai 90%, tercapai 75,49%

Indikator Harapan lama Sekolah ditargetkan mencapai 15 tahun,
tercapai 13,05 Tahun

Indikator Rata rata lama Sekolah ditargetkan mencapai 9,3 tahun,
tercapai 9,13

Indikator Daya beli ditargetkan mencapai 100%, tercapai .....
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ditargetkan mencapai 100%,
tercapai 64,72

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan mencapai nilai
92,79, tercapai 91,83

Angka Kematian Ibu (Per 100,000 Kelahiran Hidup) ditargetkan
mencapai jumlah 285, tercapai 127

Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) ditargetkan
mencapai jumlah 64, tercapai 13,85

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan ditargetkan
mencapai 6,4%, tercapai 4,02%

Indeks Keuangan Ingklutif ditargetkan mencapai nilai 3, tercapai
NA

Pringkat Daya Saing Provinsi dibandingkat Provinsi Lain di
Indeonesia ditargetkan mencapai nilai 5, tercapai 5*

Emisi Rumah Kaca ditargetkan mencapai 100%, tercapai 77,99%
Presentase Realisasi Produk Hukum Daerah & HAM yang
Terpublikasi ditargetkan mencapai 100%, tercapai 100%
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BAB I
PENDAHULUAN

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Penyelenggaraan Otonomi Daerah mengalami perubahan-
perubahan yang mendasar, Penyelenggaraan Otonomi sebagaimana
dibuat dalam undang-undang tersebut akan jauh demokratis dan
memiliki kewenangan yang luas dengan pemberian sumber daya nasional
dan pembagian keuangan yang proporsional dan adil, hal ini tentu saja
akan mengakibatkan adanya kinerja pemerintah yang didasarkan pada
akuntabilitas, responsivitas dan aksesibilitas dalam memberikan
pelayanan barang dan jasa pemerintah selain dari adanya desain kualitas
prima bagi Produk Pemerintah Daerah menurut Undang- undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dapat didefinisikan
sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan Pengelolaan Sumber daya dan Pelaksanaan
Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, Akuntabilitas dapat diuraikan
sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari
tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak
untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang
telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu,
Akuntabilitas juga merupakan Instrumen untuk kegitan kontrol terutama

dalam pencapian hasil pada pelayanan publik.

Laporan evaluasi kinerja program, kegiatan dan Anggaran Sekretariat
Daerah Provinsi Banten akhir tahun 2022 ini disusun sebagai bagian
Integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan kegiatan satuan

kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.




Laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah
wujud implementasi pengendalian manajemen yang berkenan dengan
penyelenggaraan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan program tugas
pembantuan, Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk
mengukur sejauh mana pencapaian kinerja perencanaan tahunan
terhadap Visi, Misi, Strategi dan sasaran program kegiatan yang tertuang
dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-
2022.
1.1 Dasar Hukum dan
1.2 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi

Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2019 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas

Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

tahun 2019-2022;

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58  tahun 2020 tentang
Perubahan kedua atas peraturan Gubernur Banten nomor 38
tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi,

administrator, dan pengawas perangkat daerah;




11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan

Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;

11. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor
061/04/0ORG/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang

Pemberitahuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi
Banten tahun 2022 mengacu pada Peraturan Kementrian PAN RB RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

2. BABII Perencanaan Kinerja

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja :
a. Capaian Kinerja Organisasi

b. Realisasi Anggaran

4. BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Secara yuridis kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Setda)
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

sebagai berikut :

A. Susunan Struktur Organisasi

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:

1) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2) Biro Hukum.




c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1) Biro Administrasi Pimpinan;
2) Biro Umum;

3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas Pokok

a. Sekretaris Daerah
Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat
Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris

Daerah dibantu oleh :

1. Asisten pemerintahan melaksanakan tugas pokok membantu
Sekertaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang
Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum, pengkoordinasian
Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
Pemerintahan Otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hukum,
pemantauan dan evaluasi pelaksanakan kebijakan di bidang
Pemerintahan Otonomi Daerah, kesejahteraan rakyat dan hokum,
tugas pokok sebagaimana dimaksud asisten pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup bidang dan
koordinasi Asisten Pemerintahan sesuai dengan program yang
teleh titetapkan dan kebijakan pimpnan agar target kerja

tercapai sesuai rencana;

b. Membina bawahan di lingkup bidang dan koordinasi Asisten
Pemerintahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan
bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang

diharapkan;




c. Mengarahkan bawahan di lingkup bidang dan koordinasi
Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahn dan hambatan serta ketentuan yang berlaku

untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah di bidang

kesejahteraan rakyat.

e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang Pemerintahan, Otonomi dan hukum.

f. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah

dan Hukum

g. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan rakyat;.

h. Mengevaluasi bawahan di lingkup bidang dan koordinasi
Asisten Pemerintahan dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Asisten perekonomian dan pembangunan melaksanakan tugas
pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian
penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah di bidang
perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta Administrasi
pembangunan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
fungsi urusan :

a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkup bidang dan
koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai

dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;




b. membina bawahan di lingkup bidang dan koordinasi Asisten
Perekonomian dan Pembangunan dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;

c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang
dan koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan
hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang
perekonomian dan administrasi pembangunan;

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan serta
pengadaan barang dan jasa;

f. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian,

i. administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang
dan koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
rencana yang akan datang; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

3. Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas pokok

membantu Sekertaris Daerah dalam penyusunan kebijakan
daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, umum, dan

administrasi pimpinan. Untuk melaksanakan tugas, Asisten
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Administrasi Umum melaksanakan fungsi:

a. Penyusunan Kebijakan Daerah di bidang organisasi.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Administrasi
Pimpinan.

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang Organisasi.

d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di
bidang Organisasi.

e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
Umum dan Administrasi Pimpinan.

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan Administrasi dan Aparatur
Sipil Negara (ASN) pada Instansi Daerah.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Daerah
di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan yang

di pimpin yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4 Posisi Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi
Banten, maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sangat penting

dan vital dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Sekretariat Daerah adalah perencanaan, perumusan kebijakan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
baik yang dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah sendiri maupun perangkat

Daerah yang lain.

Dengan posisi strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam
tugas Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Banten, maka kinerja
Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dikatakan sebagai cerminan
dari keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas Pemerintahan dan

pembangunan Provinsi Banten.
1.5 Permasalahan di Sekretariat Daerah

Permasalahan yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi
Banten saat ini antara lain :
1. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

(Indeks Pembangunan Manusia (IPM)




N o R

Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah

Belum Optimalnya Pencegahan Korupsi (Indeks persepsi anti korupsi
Banten)

Pencapaian ketahanan nasional di Provinsi Banten

Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja
Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal

Implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja belum secara
komperehensif = melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam
peningkatan efesiensi dan efektivitas program/kegiatan

Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi ke

seluruh unit kerja.




BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD Tahun 2017-2022

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemerintah Provinsi Banten ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017 - 2022, sesuai dengan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 serta
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
dengan tata cara perencanaan/pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan
bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, yang memuat visi, misi dan
program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program
perangkat daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendoman bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

yang disususn dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

2.2 Perencanaan Strategis

Sebagai sebuah Instansi Sektor Publik, Pemerintah Provinsi
Banten mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017-2022
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul/rencana strategis Pemerintah Provinsi Banten yang
mencakup Visi/Misi Prioritas Daerah, tujuan, sasaran serta cara

pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan di bab ini.




2.3 Visi Pemerintah Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten
2017-2022, berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang
diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan potensi
yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu visi
Pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 adalah “Banten Mandiri, Maju,

Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Visi yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa
depan, dalam Visi Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun

mendatang (2017-2022) yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH”

2.4 Misi Pemerintah Provinsi Banten

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan
dalam wusaha mewujudkan visi, misi juga akan memberikan arah
sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu untuk
mewujudkan visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh

melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance).
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
berkualitas.

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

2.5 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi
dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1-5 tahun
mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan
berdasarkan rumusan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah) Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah:
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Misi 1

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan
“Terwujudnya kelembagaan Pemerintahan Daerah yang Berakhlakul
Karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya

aparatur, berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat”.
Misi 2

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dengan
tujuan “Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam
mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi

pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah”,
Misi 3
Terwujudnya akses, kualiatas pendidikan dan sosial menuju

kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan

berdayasaing.
Misi 4
Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan

pelayanan kesehatan
Misi 5

Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
dengan tujuan “Meningkatnya perekonomian secara berkelanjutan
berbasiskan potensi ekonomi lokal”. Sedangkan tujuan yang akan dicapai
oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
“Meningkatnya kinerja pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi

Daerah”.

2.6 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah diterapkan
atau merupakan tujuan antara/dengan demikian tujuan akan tercapai

apabila sasaran dapat terpenuhi dan berhasil.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan
memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan

sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan
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sasarannya.

Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi
Banten berdasarkan rumusan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) Perubahan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
sebagai berikut:

Sasaran misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,
dan efisien (Asisten Administrasi Umum)

2. Meningkatnya  Kerjasama dan  penyelenggaraan  adminstrasi
pemerintahan (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)

4. Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif (Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi)

Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima (Biro Umum)
Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat)

7. Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan (Biro Administrasi

Pimpinan)

Sasaran misi 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah (Asisten
Perekonomian dan Pembangunan)

2. Meningkatnya  Kebijakan Infrastruktur Daerah  (Biro Bina
Infrastrktur/Biro Pengadaan Barang dan Jasa)

Sasaran misi 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan

Pendidikan berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus
(Asisten Pemerintahan)
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (Asisten Pemerintahan)
Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat (Asisten
Pemerintahan)

4. Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) (Asisten

Pemerintahan)
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Sasaran misi 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan
Kesehatan berkualitas adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pelayanan kesehatan (Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat)

Sasaran misi 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Asisten
Perekonomian dan Pembangunan)

2. Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat (Asisten
Perekonomian dan Pembangunan)

3. Meningkatnya Daya Saing Daerah (Asisten Perekonomian dan
Pembangunan)

4. Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon (Asisten Perekonomian
dan Pembangunan)

5. Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan
Pengendalian Bidang Perekonomian (Biro Perekonomian dan

Pembangunan).

2.7 Rencana Strategis

Rencana Strategis yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah
setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang
realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi
dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun
operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran

keberhasilan/kegagalan.

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan
untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk
mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan kinerja
merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Didalam rencana kinerja diterapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
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dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan
agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen

bagi instansi untuk mencapainya dalam suatu anggaran tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran
dan strategis yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala

Daerah.

2.8 Penjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian
Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat
Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian
Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran
strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.
Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator
program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja
eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran.

Pada tahun anggran 2022 terjadi Perubahan Perjanjian Kinerja
Pejabat eselon II, III, dan IV, namun dalam perubahan tersebut tidak
merubah target kinerja yang telah ditentukan, perubahan hanya terjadi
pada penganggaran dimana ada beberapa kegiatan yang anggarannya
mengalami penurunan atau penambahan yang disesuaikan dengan
kebutuhan serta penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang
berkembang. Perubahan tersebut bisa dilihat pada tabel 2.2 Perbandingan
Perjanjian Kinerja Murni dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun
Anggaran 2022, Pejabat Esselon II dilingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Banten.
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Tabel 2.1

Perbandingan Perjanjian Kinerja Murni dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022
Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon II dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sekretaris Daerah

TARGET TARGET
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN MURNI PERUBAHAN
1 Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah yang Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Nilai 85 85
Akuntabel, Efektif dan Efisien Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 85 85
2 Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur Daerah Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur % 90,00 90,00
3 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah Harapan lama Sekolah Tahun 15 15
dan Khusus
Rata rata lama Sekolah Tahun 9,3 9,3
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Daya beli % 100,00 100,00
Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 100,00 100,00
Masyarakat
6 | Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengrusutamaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 92,79 92,79
Gender)
7 Meningkatnya Pelayanaan Kesehatan Angka Kematian Ibu (Per 100,000 Kelahiran Hidup) Jumlah 285 285
Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) Jumlah 26 26
8 Menigkatnya Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan % 6,4 6,4
Unggulan
9 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat Indeks Keuangan Ingklutif Nilai 3 3
10 | Meningkatnya Daya Saing Daerah Pringkat Daya Saing Provinsi dibandingkat Provinsi Lain di Nilai 5 5
Indeonesia
11 | Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon Emisi Rumah Kaca % 100 100
12 | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah Presentase Realisasi Produk Hukum Daerah & HAM yang % 100 100

Terpublikasi
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Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja
Uuran / Program Anggaran Murni Anggaran Perubahan Berkurang

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 286.475.249.931,00 281.087.947.050,00 5.387.302.881
4.01.01 Program Penunjang Ururan Pemerintahan 236.388.321.000,00 243.086.096.810,00 -6.697.775.810,00
4.01.02 Program Penataan Organisasi 2.749.591.000,00 2.932.558.000,00 -182.967.000,00
4.01.03 Program Pemrintahan dan Otonomi Daerah 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00
4.01.04 Program Kesejahteraan Rakyat 35.782.601.931,00 25.594.397.500,00 10.188.204.431,00
4.01.05 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4.002.227.000,00 3.436.237.840,00 565.989.160,00
4.01.06 Program Perekonomian dan Pembangunan 902.415.200,00 778.682.000,00 123.733.200,00
4.01.07 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan 2.208.868.000,00 1.673.549.100,00 535.318.900,00
4.01.08 Program Kebijakan Administrasi 1.141.225.800,00 826.425.800,00 314.800.000,00

Pembangunan

Total Jumlah Anggaran

Rp. 286.475.249.931,00

Rp. 281.087.947.050,00

Rp. 5.387.302.881,00




12.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targgt Target
Murni Perubahan
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai 85 85
Pemerintah yang Akuntabel, Efektif Kinerja Instansi Pemerintah) OPD Setda
dan Efisien
2 | Meningkatnya Kerjasama dan Persentase Kebijakan Kerjasama % 100 100
Penyelernggaraan Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
Capaian Laporan Penylenggaraan % 100 100
Pemerintah Daerah Provinsi Banten
3 | Meningkatnya Kebijakan Persentase Kebijakan Kesejahteraan % 100 100
Kesejahteraan Rakyat Rakyat
Urusan / Program Anggaran Murni Anggaran Perubahan Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 3.851.940.000,00 3.851.940.000,00 0,00
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00

Program Kesejahteraan Rakyat

35.782.601.931,00

25.594.397.500,00

10.188.204.431,00

Total jumlah Anggaran : Rp

42.934.541.931,00

32.746.337.500,00

10.188.204.431,00

13. Kepala Biro Hukum

. . . Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Murni Perubahan
1 Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Nilai 85 85
Pemerintah yang Akuntabel, Efektif Akuntabilitas Kinerja Instansi
dan Efisien Pemerintah) OPD Setda
2 Meningkatnya Kualitas Produk hukum | Persentase Realisasi Produk Hukum % 100 100
Daerah dan HAM yang Terpublikasi




Urusan / Program

Anggaran Murni

Anggaran Perubahan

Berkurang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

594.164.000,00

546.740.160,00

47.423.840,00

Program Fasilitas dan Koordinasi Huku

4.002.227.000,00

3.436.237.840,00

565.989.160,00

Total jumlah Anggaran : Rp 4.596.391.000,00 3.982.978.000,00 613.413.000
14. Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Target
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai 85 85
yang Akuntabel, Efektif dan Efisien Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Setda
2 Meningkatnya Administrasi Pembangunan Persentase Realisasi Layanan dan % 100 100
Daerah Pembangunan Administrasi Daerah
Urusan / Prpgram Anggaran Murni Anggaran Perubahan Berkurang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

2.474.605.000,00

2.402.086.750,00

72.518.250,00

Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan 2.208.868.000,00 1.673.549.100,00 535.318.900
Barang dan Jasa
Total jumlah Anggaran : Rp 4.683.473.000,00 4.075.635.850,00 607.837.150
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15. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

. . . . Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Murni Perubahan
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai 85 85
Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan | Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Efisien Setda
2 | Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Persentase Kebijakan Bidang % 100 100
Daerah dan Pembinaan Pengendalian Perekonomian Daerah
Bidang
3 | Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Persentase Rumususan Infrastruktur % 100 100
Daerah (Total 40 Kebijakan)
4 | Meningkatnya Administrasi Persentase Realisasi Layanan dan % 100 100
Pembangunan Daerah Pembangunan Administrasi Daerah
Urusan / Prpgram Anggaran Murni Anggaran Perubahan Berkurang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

2.236.001.000,00

2.212.842.200,00

23.158.800,00

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

902.415.200,00

778.882.000,00

123.533.200,00

Program Kesejahteraan Rakyat

1.141.225.800,00

826.425.800,00

314.800.000,00

Total jumlah Anggaran :

Rp| 4.279.642.000,00

3.817.950.000,00

461.692.000,00
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16. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

. . . . Target Target

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Murni Perubahan
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Nilai 85 85

Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Efisien Pemerintah) OPD Setda
2 | Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Persentase Manajemen Reformasi % 100 100

Daerah yang Efektif Birokrasi

Urusan / Program Anggaran Murni Anggaran Perubahan Berkurang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

507.102.000,00

531.412.000,00

-24.310.000,00

Program Penataan Organisasi

2.749.591.000,00

2.392.558.000,00

357.033.000

Total jumlah Anggaran : Rp

3.256.693.000,00

2.923.970.000,00

332.723.000,00

17. Kepala Biro Administrasi Pimpinan

. . . Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Murni Perubahan
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai 85 85
Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan | Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Efisien Setda
2 | Meningkatnya Pelayanan dan Fasilitasi Persentase Peningkatan Pelayanan % 100 100
Pimpinan Fasilitasi Pimpinan
Urusan / Program Anggaran Murni | Anggaran Perubahan Berkurang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

16.522303.000,00

15.094.408.600,00

1.427.894.400,00

Total jumlah Anggaran : Rp

16.522303.000,00

15.094.408.600,00

1.427.894.400,00
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18. Kepala Biro Umum
. . . . Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Murni Perubahan
1 | Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Nilai 85 85
Pemerintah yang Akuntabel, Efektif Akuntabilitas Kinerja Instansi
dan Efisien Pemerintah) OPD Setda
2 | Meningkatnya Pelayanan Umum yang Persentase Peningkatan Pelayanan % 100 100
Prima Umum yang Prima
Anggaran Murni | Anggaran Perubahan Bertambah

Urusan / Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

210.202.206.000,00 218.446.667.100,00

8.244.461.100,00

Total jumlah Anggaran : Rp

210.202.206.000,00 | 218.446.667.100,00

8.244.461.100,00
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2.9 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Provinsi Banten melalui Biro-biro di lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Program dan Kegiatan Biro-Biro di Sekretariat Daerah

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 555.000.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.000.000,00
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.520.000.000,00
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.560.000.000,00
5  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 171.940.000,00
Il Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
7 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 700.000.000,00
8  Pelaksanaan Otonomi Daerah 900.000.000,00
9  Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.700.000.000,00
Il Program Kesejahteraan Rakyat 25.594.397.500,00
10  Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 24.244.397.500,00
1 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 850.000.000,00
2 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 500.000.000,00
JUMLAH 32.746.337.500,00
Biro Hukum
No. Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur Pagu (A gg)garan
I Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 546.740.160,00
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.175.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.000.000,00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.327.000,00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.160.000,00
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.078.160,00
I Program fasilitasi dan koordinasi hukum 3.436.237.840,00
1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan 1.864.867.840,00
2 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.571.370.000,00
Jumlah 3.982.978.000,00
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Biro Perekonomian dan Pembangunan

No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
L Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.860.000
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 490.688.200
4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.638.954.000
5 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.840.000
6 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 529.325.800
Il Program Perekonomian dan Pembangunan
7 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 469.506.050
8 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 95.000.000
9 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 214.175.950
M. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
10 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 297.100.000
JUMLAH 3.817.950.000
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2.402.086.750
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.218.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.800.000
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.500.000
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.124.750

5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.914.444.000

Il Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

1.673.549.100

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 557.300.000
2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 936.361.100
3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 179.888.000
Jumlah 4.075.635.850
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Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

No.

Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur

Pagu Anggaran
(Rp)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

531.412.000,00

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.200.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.300.000,00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84.836.000,00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.580.000,00
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.496.000,00
Il Program Penataan Organisasi 2.392.558.000,00

1

Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

1.434.424.050,00

2 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 958.133.950,00
Jumlah 2.923.970.000,00
Biro Umum
No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 218.446.667.100,00
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.000.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108.227.984.000,00
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 103.236.000,00
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 716.500.000,00
5  Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.781.855.400,00
6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.060.805.850,00
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.323.969.420,00
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 20.154.141.680,00
Daerah
9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 15.908.440.350,00
Daerah
10  Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 16.124.734.400,00
Jumlah 218.446.667.100,00
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Biro Administrasi Pimpinan

No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)

1 Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.076.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.380.000,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 224.382.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.182.500,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.706.428.700,00
6. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 9.818.503.400,00

7. Fasilitasi Keprotokolan

1.102.456.000,00

Jumlah

15.094.408.600,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan pengukuran capaian kinerja

Sekretariat Daerah  Provinsi Banten, baik capaian kinerja
sasaran/program strategis yang hendak diwujudkan tahun 2022
maupun capaian kinerja keuangannya. Untuk mengukur capaian kinerja
sasaran tahun 2022 tersebut disusun berdasarkan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | plmfervablial | et
Kinerja
1 91 <100
2 76 <90 Tinggi
3 66 <75 Sedang
4 51 < 65 Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam mengukur kinerja sasaran strategis yang didukung oleh
pembiayaan program dan kegiatan, indikator yang digunakan adalah
indikator absolut. Capaian absolut dirumuskan dari hubungan sebab
akibat antara sasaran strategis dengan program dan kegiatan
pendukung, oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran

kinerja kegiatan dalam mengukur keberhasilan suatu sasaran strategis.

3.1 Capaian Kinerja Sekretaraiat Daerah Tahun 2022

Pada sub bab akuntabilitas kinerja ini diuraikan akuntabilitas
kinerja sasaran tahun 2022, selain itu diinformasikan pula capaian
kinerja keuangan program pada tahun 2022 yang mendukung sasaran
strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Dalam renstra 2017-2022 mencakup pencapaian 1 (satu) sasaran
strategis, dari penilaian sendiri (Self Assesment) berdasarkan pendekatan
skala pengukuran ordinal capaian kinerja, maka capaian kinerja dari 1
sasaran

(satu) strategis yang dilaksanakan dalam tahun 2022.
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Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan L Capaian Keterangan
Target | Realisasi %
1 Meningkatnya Penyelengaraan Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai 85 PM Biro Organisasi
Pemerintah yang Akuntabel, Kinerja Instansi Pemerintah)
Efektif dan Efisien Pemerintah Provinsi Banten
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 85 PM Biro Organisasi
2 Meningkatnya Ketersediaan Persentase Pembangunan dan % 90 75,49 83,87 Sumber data Bappeda
Infrastuktur Daerah Penanganan Infrastruktur
3 Meningkatnya Akses dan Mutu Harapan lama Sekolah Tahun 15 13,05 86,66 Sumber data Bappeda
Pendidikan Menengah dan
Khusus
Rata rata lama Sekolah Tahun 9,3 9,13 88,17 Sumber data Bappeda
4 | Meningkatnya Daya Beli Daya beli % 100 Sumber data Bappeda
Masyarakat
5 | Meningkatnya Ketersediaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 100 64,72 64,72 Sumber data Bappeda
Lapangan Kerja Bagi Masyarakat
Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan .. | Capaian Keterangan
Target Realisasi

%
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6 | Meningkatnya Kelembagaan PUG | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 92.79 91,83 98,96 Sumber data Bappeda
(Pengrusutamaan Gender)
7 | Meningkatnya Pelayanaan Angka Kematian Ibu (Per 100,000 Jumlah 285 127 155,43 | Sumber data Bappeda
Kesehatan Kelahiran Hidup)
Angka Kematian Bayi (Per 1000 Jumlah 26 13,83 146,80 | Sumber data Bappeda
Kelahiran Hidup)
8 | Menigkatnya Laju pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor % 6,4 4,02 100,60 | Sumber data Bappeda
Ekonomi Sektor Unggulan Unggulan
9 | Meningkatnya Layanan Keuangan | Indeks Keuangan Ingklutif Nilai 3 NA NA Sumber data Bappeda
Pada Masyarakat
10 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Pringkat Daya Saing Provinsi Peringkat S S* 100 * angka rilis terakhir
dibandingkat Provinsi Lain di tahun 2021
Indeonesia Sumber data Bappeda
11 | Terwujudnya Pembangunan Emisi Rumah Kaca % 100 77,99 77,9 Sumber data Bappeda
Rendah Karbon
12 | Meningkatnya Kuaslitas Produk Presentase realisasi Produk Hukum % 100 100 100 Biro Hukum

Hukum Daerah

Daerah dan HAM yang Terpublikasi
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Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

TAHUN 2021 TAHUN 2022
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET REALISASI CAF;/AIAN TARGET REALISASI CAP;‘::IAN
0
1 Meningkatnya Penyelengaraan | Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Nilai A BB Tidak Ada 85 78,96 97,50
Pemerintah yang Akuntabel, Kinerja Instansi Pemerintah)
Efektif dan Efisien Pemerintah Provinsi Banten
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Nilai A B Tidak Ada 85 66,11 86,25
2 Meningkatnya Ketersediaan Persentase Pembangunan dan % 85,00 85 100 90 75,49 83,87
Infrastuktur Daerah Penanganan Infrastruktur
3 Meningkatnya Akses dan Mutu | Harapan lama Sekolah Tahun 14,5 13,02 89,79 15 13,05 86,66
Pendidikan Menengah dan
Khusus
Rata rata lama Sekolah Tahun 9.1 8.93 98,13 9,3 9,13 88,17
4 Meningkatnya Daya Beli Daya beli % 100,00 76,33 73,33 100
Masyarakat
5 Meningkatnya Ketersediaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 100,00 63,79 63,79 100 64,72 64,72
Lapangan Kerja Bagi
Masyarakat
6 Meningkatnya Kelembagaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 92.51 72,79 78,68 92.79 91,83 98,96
PUG (Pengrusutamaan Gender)
7 Meningkatnya Pelayanaan Angka kematian Ibu (Per 100,000 Jumlah 290 242 116,55 285 127 155,43
Kesehatan Kelahiran Hidup)
Angka Kematian Bayi (Per 1000 Jumlah 28 26 107,14 26 13,83 146,80
Kelahiran Hidup)
8 Menigkatnya Laju Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor % 6,2 6,2 100 6,4 4,02 100,60

pertumbuhan Ekonomi Sektor
Unggulan

Unggulan
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TAHUN 2021 TAHUN 2022
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET | REALISasT | CAPMAN | margET | REALISAsT | CARAAN
9 Meningkatnya Layanan Indeks Keuangan Ingklutif Nilai 2.9 NA 3 NA NA
Keuangan Pada Masyarakat
10 | Meningkatnya Daya Saing Pringkat Daya Saing Provinsi Peringkat 6,0 6,0 5 5 5% 100
Daerah dibandingkat Provinsi Lain di
Indeonesia
11 Terwujudnya Pembangunan Emisi Rumah Kaca % 100 81,9 81,9 100 77,99 77,9
Rendah Karbon
12 Meningkatnya Kuaslitas Presentase realisasi Produk Hukum % NA NA NA 100 100 100

Produk Hukum Daerah

Daerah dan HAM yang Terpublikasi
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Tabel 3.4
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan
Jangka Menengah (Renstra)

No SASARAN INDIKATOR SATUAN RENSTRA CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA TARGET REALISASI 0
1 Meningkatnya Capaian SAKIP
Penyelengaraan (Sistem Akuntabilitas
Pemerintah yang Kinerja Instansi Nilai A
Akuntabel, Efektif Pemerintah) vat BB (78,96) 97,50
dan Efisien Pemerintah Provinsi
Banten
Capaian Indeks o
Reg)rmasi Birokrasi Nilai A B (66,11) 86,25
2 | Meningkatnya Persentase
Ketersediaan Pembangunan dan % 85.00
Infrastuktur Daerah Penanganan ° ’ 75,49 83,87
Infrastruktur
3 Meningkatnya Akses | Harapan lama
dan Mutu Sekolah Tahun 14,00 13,05 86,66
Pendidikan
Menengah dan Rata rata lama
Khusus Sekolah Tahun 8.90 9,13 88,17
4 Meningkatnya Daya Daya beli
Beli Masyarakat v 100,00
5 Meningkatnya Tingkat Partisipasi
Ketersediaan Angkatan Kerja %
Lapangan Kerja Bagi 100,00 64,72 64,72
Masyarakat
6 | Meningkatnya Indeks
Kelembagaan PUG Pembangunan .
(Pengrusutamaan Gender (IPG) Nilai 92.51 91,83 98,96
Gender)
7 | Meningkatnya Angka Kematian Ibu
Pelayanaan (Per 100,000 Jumlah 290 127 155,43
Kesehatan Kelahiran Hidup)
Angka Kematian Bayi
(Per 1000 Kelahiran Jumlah 28,0 13,83 146,80
Hidup)
8 Menigkatnya Laju Laju Pertumbuhan
pertumbuhan Ekonomi Sektor % 6.2
Ekonomi Sektor Unggulan ° ’ 4,02 100,60
Unggulan
9 Meningkatnya Indeks Keuangan
Layanan Keuangan Ingklutif Nilai NA NA NA
Pada Masyarakat
10 | Meningkatnya Daya Pringkat Daya Saing
Saing Daerah Provinsi S*
Pd)lba’ndl.ngk.at . Peringkat 6,0 Rilis tahun 100
rovinsi Lain di
Indeonesia 2021
11 | Terwujudnya Emisi Rumah Kaca
Pembangunan % 100 77,99 77,9
Rendah Karbon
12 | Meningkatnya Presentase realisasi
Kuaslitas Produk Produk Hukum o 100
Hukum Daerah Daerah dan HAM ° 100 100

yang Terpublikasi

3.2 Evaluasi

Sekretariat Daerah

dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelengaraan Pemerintah yang

Akuntabel, Efektif dan Efisien

Mekanisme evaluasi

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten dan
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Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan

hasil evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil

Negara dan Reformasi Birokrasi. untuk hasil evaluasi sakip

tahun 2022 masih belum rilis sehingga masih belum bisa

menentukan hasil capaian terhadap target yang ditetapkan,

namun kalau dilihat dari hasil evaluasi tahu-tahun sebelumnya

dari dua indikator sasasan tersebut selalu ada peningkatan

nilai,
SASARAN INDIKATOR ST TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R | cap. | T R CQP-
0
Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai A 66,4 | 66,45 85
Penyelengaraan (Sistem 5
Pemerintah Akuntabilitas
yang Akuntabel, | Kinerja Instansi
Efektif dan Pemerintah)
Efisien Pemerintah Provinsi
Banten
Capaian Indeks Nilai A B 63,11 85 66,11 | 77,77
Reformasi Birokrasi
Sumber data : Bappeda
GAMBAR 3.1

SURAT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

p an I'b JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190
E.i" ATu HacARA TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id
Nomor : B/ 716 /RB.06/2022 6 Desember 2022
Hal . Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
di

Serang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan
evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten.
Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun
2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan
mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat
implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi
birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan
akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan
pelayanan publik secara prima. Selain itu, ewvaluasi ini juga bertujuan untuk
memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi
di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah
sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 adalah
66,11 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai
No. Komponen Penilaian Bobot 2021 2022
A. Komponén Pengungkit
I. Pemenuhan 20,00 | 17,58 | 17,47
Il. Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 658 6,72
Ill. Reform o 30,00 | 9,52 10,26
Total Komponen Pengungkit | 0,00 | 33,68 | 34,45
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No Komponen penilaian Bobot Nilai
2021 2022
B. | Komponen Hasil
1. | Akuntabilitas Kinerja dan Kéuéngan | 10,00 | 7,61 7,70
| 2. | Kualitas Pelayanan Publik | 1000 | 847 | 914
3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 | 6,42 8,34
4. | Kinerja Organisasi ' | 1000 [ 693 | 648
Total Komponen Hasil 0 40,00 [ 2943 | 3166 |
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 | 63,11 66,11 |

2 Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Infrastuktur

Daerah

Indikator sasaran Persentase Pembangunan dan Penanganan
Infrastruktur, capaiannya masih tergolong tinggi dari target 90%
tercapai 83,87%, beberapa kendala ini dikarenakan terdapat
realiasi kinerja perangkat daerah pada misi ini yang realisasinya
kurang optimal yaitu pencegahan banjir dan abrasi, penyediaan
pengelolaan sampah dan penyelenggaraan bangunan di

Kawasan strategis Provinsi Banten.

SASARAN INDIKATOR TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGI SAT
s KINERJA T R CAP. % T R CAP. %
Meningkat Persentase % 85,00 85 100 90 75,49 83,87
nya Pembangunan
Ketersedia | dan Penanganan
an Infrastruktur
Infrastukt
ur Daerah

Sumber data : Bappeda

Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan

Menengah dan Khusus

Indikator sasaran Harapan lama Sekolah di Provinsi Banten
tahun 2022 masih belum mencapai dari target yang ditetapkan
yaitu dari 15 tahun hanya tercapai 13.02 tahun atau 86,66%
dan indikator sasaran rata-rata lama sekolah dari target 9,3
tahun tercapai 9,13 tahun, faktor penghambat kegagalan
pencapaian target yaitu belum meratanya fasilistas infrastruktur
pendidikan disertiap wilayah seperti gedung sekolah, akses

terhadap fasilitas pendidikan dan lain-lain.

Dalam wupaya peningkatannya pemerintah Provinsi Banten
mengupayakan pencapaian sasaran strategis tersebut, salah
satunya dengan penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang

mencapai 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%).
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SASARAN INDIKATO SAT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS R KINERJA T R CAP.% | T R C$P-
0
Meningkatnya Harapan Tahun 14,5 13,02 89,79 15 13,05 | 86,66
Akses dan Mutu lama
Pendidikan Sekolah
Menengah dan
Khusus
Rata rata
lama Tahun 9.1 8.93 98,13 9,3 9,13 88,17
Sekolah

S
umber data : Bappeda

Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Realisasi Indikator sasaran Daya beli menunjukan indeks daya
beli yang ditandai
pendapatan perkapita dibanding tahun sebelumnya, pendapatan
12.000.000,- sedangkan
pendapatan perkapita tahun 2022 sebesar Rp. 12.216.000,-

masyarakat dengan meningkatnya

perkapita tahun 2021 sebesar Rp.

SASARAN INDIKATO AT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS R KINERJA T R CAP. % T R Cﬁ}P
. /0
Meningkatnya Daya beli % 100,00 | 76,33 73,33 100 - -
Daya Beli
Masyarakat

Sumber data : Bappeda

Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat

Indikator Sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja capaian
TPAK menunjukan partisipasi Angkatan kerja dibandingkan
dengan Jumlah penduduk pada usia kerja. Pada tahun 2022
tercatat sebesar 64,72 persen meningkat 0,93 persen dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 63,79 persen.

Sumber Data :

SASARAN INDIKATOR | ¢, TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R CAP. | . = CAP.
% %
. . 64,72 | 64,72
Meningkatnya Daya beli % | 100,00 | 63,79 | 63,79 | 100
Daya Beli
Masyarakat
S
Sumber data : Bappeda
Gambar 3.2

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin,

Agustus 2019 - Agustus 2022

11
Agustus 2022 Terhadap Agustus 2021:
Baik TPAK Laki-laki Maupun Perempuan
Mengalami Kenaikan

64,48% 64,72%

63,83% 63,79%

81,73% 81,70% 80,16% 81,69%

45,21 46,62 46,84° 47,17

Agustus 2019 Agustus 2020  Agustus 2021  Agustus 2022

m— Laki-laki = Perempuan ~o-Total

BPS Provinsi Banten




6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kelembagaan PUG

(Pengrusutamaan Gender)

Indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi
Banten Tahun 2022 terbilang sangat tinggi yaitu nilai 91,83 atau
dengan capaian 98,86% dari target nilai 100. capaian Indeks
Pembangunan Gender (IPG) tercatat sebesar 91,83 poin pada
tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk
melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam
pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) terus

menunjukkan perkembangan yang positif

SASARAN INDIKATOR SAT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R CAP. % T R C:/\P-
0
Meningkatnya Indeks Nilai | 92.51 | 91,74 98,68 92.79 | 91,83 | 98,96
Kelembagaan Pembanguna
PUG n Gender
(Pengarusutama | (IPG)
an Gender)
Sumber data : Bappeda
Gambar 3.3

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Lampiran 1. IPG Menurut Komponen Tahun 2010-2021

Lanjutan
IPM
Tahun IPG
Laki-Laki Perempuan

) (10) an 12
2010 71,74 64,72 90,22
2011 T2 65,48 90,22
2012 73,33 66,20 90,28
2013 73,80 66,65 90,31
2014 74,19 67,50 90,99
2015 74,59 67,96 91,11
2016 75,30 68,50 90,97
2017 75,70 68,99 91,14
2018 76,22 69,59 91,30
2019 76,61 70,23 91,67
2020 76,62 70,29 91,74
2021 76,84 70,56 91,83

Sumber Data : BPS Provinsi Banten

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanaan Kesehatan

Indikator sasaran Angka kematian Ibu (Per 100,000 Kelahiran
Hidup) dan Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)
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Provinsi Banten tahun anggaran 2022, Angka Kematian Ibu (Per
100,000 kelahiran hidup), tercatat 127 menunjukan kematian
perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun
waktu 42 hari sejak melahirkan. Angka Kematian Bayi (Per 1000
kelahiran hidup) mencapai angka 13,83 yang menurun drastis
bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, dimana
angka kematian bayi mencapai 24,50. Kondisi ini dimaknai
banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1

tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada

periode waktu yang sama.

SASARAN TAHUN 2022

TAHUN 2021
INDIKATOR SAT

KINERJA T R CAP.

%

STRATEGIS

CAP. % T R

Meningkatnya Jumlah | 290 | 242 285 127

Pelayanaan
Kesehatan

Angka
kematian Ibu
(Per 100,000
Kelahiran
Hidup)

116,55 155,43

Angka Jumlah 28 26 107,14 26

Kematian Bayi
(Per 1000
Kelahiran
Hidup)

13,83 | 146,80

1
I

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target antara lain :

1) Penyediaan Alokasi Belanja Kesehatan Yang Mencapai
13,64% Dari Belanja Daerah (Ketentuan Minimal 10%);
2) Peningkatan infrastruktur kesehatan dan akses terhadap

fasilitas kesehatan.

Sasaran Strategis Menigkatnya Laju pertumbuhan Ekonomi

Sektor Unggulan

Indikator sasaran laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan di
Provinsisi Banten pada tahun 2022 adalah 4.02% dari target
6,4%, sehingga capaiannya hanya 62,81%, banyak hal yang
mempengaruhi atas kegagalan tersebut, sektor unggulan
Provinsi Banten terdiri dari LPE sektor Industri pengolahan,

Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata.

SASARAN INDIKATOR SAT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R CAP. | . R CAP.
% %
Menigkatnya Laju | Laju % 6,2 6,2 100 6,4 4,02 62,81
pertumbuhan Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Ekonomi
Unggulan Sektor
Unggulan
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Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Keuangan Pada

Masyarakat
SASARAN INDIKATOR AT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R C({/\P- T R CAP. %
0
Meningkatnya Indeks Nilai 2.9 NA 3 NA NA
Layanan Keuangan
Keuangan Pada Ingklutif
Masyarakat

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah

11.

Indikator sasaran Pringkat Daya Saing Provinsi dibandingkat

Provinsi Lain di Indonesia Provinsi Banten tahun 2022 masih

belum rilis, namun dari hasil penilaian tahun 2021 Provinsi

Banten ada diperingkat ke 5 (lima) sesuai dengan target tahun

2
O SASARAN INDIKATOR SAT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R cA T R CAP.
9 P. % %
Meningkatnya Pringkat Daya Pering 6,0 6,0 5 5 5* 100
gaya Saing Saing Provinsi kat
aerah dibandingkat
Provinsi Lain di
Indonesia

Sumber Data : Bappeda

Sasaran Strategis Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon

Inldikator sasaran Emisi Rumah Kaca realisasinya diambil dari

nilai yang diberikan oleh Bapenas dimana pada tahun 2022,

yaitu :
SASARAN INDIKATOR TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA et T R CAP. % T R CAP. %
Terwujudnya Emisi Rumah % 100 | 81,9 81,9 100 78,29 78,29
Pembangunan Kaca
Rendah Karbon
Gambar 3.4

Data Emisi Rendah Karbon

Ker

wsnrew @ AKSARA

Bappenas

Data Emisi di Provinsi

Capaian Kumulatif Terkait
Pembangunan Rendah Karbon

Kontriby

Sumber Data : Bappenas

L P

Estimasi Emisi Tahun Keglatan

Capaian Kumulatif Terkait Pembangunan Rendah Karbon Provinsi BANTEN

Intensitas Emisi Tahun
2017 ~

0.4 Ton

CO2eq

Capaian Penurunan Emisi
di Tahun 2022
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12.

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Produk Hukum

Daerah
SASARAN INDIKATOR SAT TAHUN 2021 TAHUN 2022
STRATEGIS KINERJA T R CAP. T R CAP.
% %
Meningkatnya Presentase % NA NA NA 100 100 100

Kuaslitas
Produk Hukum
Daerah

realisasi Produk
Hukum Daerah
dan HAM yang
Terpublikasi

IIndikator sasaran Presentase realisasi Produk Hukum

Daerah dan HAM yang Terpublikasi di Provinsi Banten tahun
2022 mencapai 100%.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan disampaikan

capaian

indikator

kinerja kepala biro

perjanjian kinerjaTahun anggaran 2022 Kepala

Biro

Berdasarkan perubahan

dilingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Indikator Kinerja Utama

sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebagai

berikut :

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran ' o s Baseline Capaian Tahun 2022
No Strategis Indikator Kinerja atuan 2017 T;g;r Target | Realisas CaEZIan
1 Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai N/A 80.25 85 PM
Penyelengaraan (Sistem
Pemerintah yang | Akuntabilitas
Akuntabel, Efektif | Kinerja Instansi
dan Efisien Pemerintah) OPD
Setda
2 Meningkatnya Persentase % N/A 100 100 100 100
Administrasi Realisasi
Pembangunan Layanan dan
Daerah Pembangunan
Administrasi
Daerah

A. Analisis Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, sebagai
berikut :
1. Capaian SAKIP Setda

Keberhasilan :

Tersedianya Dokumen PEP, Laporan Keuangan, Laporan Diklat,

Inventaris Barang dan Laporan bulanan pegawai non ASN

2. Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi
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Daerah

Keberhasilan :

Tersedianya Dokumen Standar LPSE dalam penyelenggaraan

Sistem Layanan PengadaanBarang/Jasa

Data Dukung Capaian Hasil Kinerja Persentase Realisasi

Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah, sebagai

berikut :

. Dokumen Standar LPSE dalam penyelenggaraan Sistem Layanan

Pengadaan

2. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Indikator Base | Capaian Tahun 2022
No Strategs Kinerja Satuan | line Tahun T . L
2017 | 2021 arget | Realisasi |Capaian %
1 | Meningkatnya Capaian SAKIP | Nilai 60 80.25 85 PM
Penyelengaraan | (Sistem
Pemerintah Akuntabilitas
yang Akuntabel, | Kinerja Instansi
Efektif dan Pemerintah)
Efisien OPD Setda
2 | Meningkatnya Persentase % 0 100 100 91 91
Tatalaksana Manajemen
Organisasi Reformasi
Daerah yang Birokrasi
Efektif

A. Analisis Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, sebagai

berikut :

1. Capaian SAKIP faktor penyebab belum tercapainya target

- Biro Organisasi dan RB sebagai penyusun BAB
Akuntabilitas Kinerja yang merupakan bagian dari

dokumen LPPD (dokumen pendukung SAKIP) masih

kesulitan terkait Analisis Penyebab Keberhasilan /
Kegagalan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
yang terdapat pada Perangkat Daerah, karena masih
banyak PD yang belum memunculkan analisis.

Pemerintah Provinsi Banten belum memiliki Pedoman
perencanaan. Saat ini baru ada peraturan SAKIP yang
dibentuk dari tahun 2018.

Pohon kinerja belum sesuai dengan Permenpan 89 Tahun
2021

Penetapan target masih kurang baik, banyak yang dibawah
kondisi nasional di bawah target sebelumnya.

Belum ada pengukuran pedoman kinerja, baru terdapat

pedoman SKP Online.
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- Terdapat Aplikasi E-Sakip tapi belum dapat digunakan
untuk melihat capaian.

- Evaluasi Internal masih belum berjalan.

. Persentase Manajemen Reoformasi Birokrasi
- Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya

terinternalisasi ke seluruh unit kerja, khususnya dalam
pembangunan budaya kerja.

- Agen Perubahan yang dibentuk baik di tingkat pusat
maupun organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum
menunjukan hasil nyata dalam menggerakan perubahan
pada seluruh tingkat organisasi.

- Identifikasi dan pemetaan terhadap peraturan perundang
undangan belum dilakukan dengan baik, sehingga belum
bisa mengidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan
tumpang tindih dengan kebijakan lainnya.

- Tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi dengan
menyusun proses bisnis dan standar oprating prosedur
(SOP) di level pusat maupun di level OPD, belum dapat
dipastikan hasil dan penyusunan tersebut dapat
menjadikan proses kerja di Pemerintah Provinsi Banten
lebih efektif dan efesen untuk mencapai kinerja yang
diharapkan

- Telah melakukan transformasi digital dalam bidang proses
bisnis utama, administrasi dan pelayanan publik namun
belum melakukan evaluasi untuk mengukur kesesuainan
dengn arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari
aplikasi-aplikasi maupun sistem yang telah dibangun.

- Penguatan sitem menajemen SDM masih belum
sepenuhnya optimal, antara lain belum dimanfaatkannya
seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan
Jabatan kritikal/suksesi dalam pengisia jabatan pimpinan
tinggi. Di samping itu hasil assessment pegawai belum
sepenuhnya dijakdikan dasar mutasi internal dan
pengembngan kompetensi pegawai

- Perencanaan kinerja hingga ke evaluasi yang merupakan
elemen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah belum terbangun dengan baik.

- Penguatan area pengawasan sudah didukung dengan

kabuijakan maupun insfrasruktur yang dibutuhkan namun
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dalam implementasinya sistem pengendalian internal yang

di bangun belum dikelola secara berkala untuk
mewujudkan pemerintahan  yang akuntabel dan
berintegritas.

Standar pelayanan secara formal sudah dibentuk dan

dilaksanakan namun hasilnya belum sesuai dengan
harapan masyarakat
B. Data Dukung Capaian Hasil Kinerja
Produk Keterangan

Draf Pergub Pakaian Dinas Proses Tanda Tangan

Draft Tata Naskah Dinas Proses Tanda Tangan

-l>-00[\)|—l§

Draft SOTK Proses Tanda Tangan
Kajian Kelembagaan Dokumen
3. Biro Administrasi Pimpinan
N Sasaran Indikator K s Baseline C.I? pr? lan Tahun 2022
] . ndikator Kinerja atuan ahun .| Capaian
Strategis 2017 p
g 2021 Target | Realisasi %,
1 Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 70 80.25 85 PM
Penyelengaraan (Sistem
Pemerintah yang | Akuntabilitas
Akuntabel, Efektif | Kinerja Instansi
dan Efisien Pemerintah) OPD
Setda
2 Meningkatnya Persentase % 70 90 100 100 100
Pelayanan dan Peningkatan
Fasilitasi Pelayanan
Pimpinan Fasilitasi
Pimpinan

Analisis Keberhasilan

1. Capaian SAKIP Setda belum rilis

2. Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitasi Pimpinan

- Adanya peningkatan sarana dan prasaran penunjang yang

lebih baik (dokumentasi kegiatan pimpinan)

- Meningkatnya kualitas publikasi kegiatan pimpina

4. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Basel Capaian Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan ine Tahun
2017 2021 Target Realisasi |Capaian %
1 | Meningkatnya Capaian SAKIP (Sistem Nilai 80.25 85 PM
Penyelengaraan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah yang Instansi Pemerintah) OPD
Akuntabel, Efektif dan | Setda
Efisien
2 Meningkatnya Persentase Kebijakan 100 100 100
Kebijakan Bidang Perekonomian
Perekonomian Daerah
Daerah dan
Pembinaan
Pengendalian Bidang
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Meningkatnya
Administrasi
Pembangunan
Daerah

Persentase Realisasi
Layanan dan
Pembangunan Administrasi
Daerah

%

100 100

100

A. Analisis Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, sebagai

berikut :

1. Capaian SAKIP Setda (nilai SAKIP tahun 2022 belum rilis)

. Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah

2
3. Tercapainya Seluruh Kegiatan Bidang Perekonomian Daerah
4

. Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi

Daerah

5. Tercapainya

Seluruh

Pembangunan Daerah

Kegiatan

bidang

Administrasi

B. Data Dukung Capaian Hasil Kinerja (Sebutkan data/produk yang

dihasilkan atas capaian per IKU)

1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan (Domlak

Pembangunan) Tahun 2022

2. Penyusunan SHBJ Tahun 2022

5. Biro Hukum

Capaian
Sasaran Indikator Sat T;gl; ln Tahun 2022
No Strategis Kinerja
Target | Realisasi Ca;;zmn
1 | Meningkatnya | Capaian Nilai | 80,25 | 85 PM

Penyelenggaraa SP}KIP
n Pemerintahan | (Sistem
yang Akuntabel, | Akuntabilitas
Efektif dan Kinerja
Efisien Instansi

Pemerintah)

OPD Setda
Meningkatnya Persentase % 100 100 100 100
Kualitas Produk | Realisasi
Hukum Daerah | Produk

Hukum

Daerah dan

HAM yang

Terpublikasi

A. Analisis Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, sebagai

berikut :

1. Capaian SAKIP Sekretariat Daerah
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 belum rilis
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2. Persentase Realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM yang
Terpublikasi

Capaian dapat 100 % diantara dengan terpublikasinya 7

Peraturan Daerah dan 24 Peraturan Gubernur di Tahun 2022

dengan data sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa
Jabatan Kepala Desa Adat

3. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor S Tahun 2022
Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Pencana Umum Energi Daerah Banten Tahun 2022-
2050

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2022
Tentang  Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38
Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-
2026

3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji
Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun 2022
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https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-fasilitasi-penyelenggaraan-pesantren
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-fasilitasi-penyelenggaraan-pesantren
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-2-tahun-2022-tentang-susunan-kelembagaan-pengisian-jabatan-dan-masa-jabatan-kepala-desa-adat
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-2-tahun-2022-tentang-susunan-kelembagaan-pengisian-jabatan-dan-masa-jabatan-kepala-desa-adat
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-2-tahun-2022-tentang-susunan-kelembagaan-pengisian-jabatan-dan-masa-jabatan-kepala-desa-adat
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-3-tahun-2022-tentang-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-pembentukan-dana-cadangan-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-banten-tahun-2024
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-pembentukan-dana-cadangan-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-banten-tahun-2024
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-pembentukan-dana-cadangan-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-banten-tahun-2024
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-pencana-umum-energi-daerah-banten-tahun-2022-2050
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-pencana-umum-energi-daerah-banten-tahun-2022-2050
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-pencana-umum-energi-daerah-banten-tahun-2022-2050
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-penyelenggaraan-perumahan-dan-kawasan-permukiman
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-penyelenggaraan-perumahan-dan-kawasan-permukiman
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-penyelenggaraan-perumahan-dan-kawasan-permukiman
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-1-tahun-2022-tentang-perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2020-tentang-penerapan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-sebagai-upaya-pencegahan-dan-pengendalian-corona-virus-disease-2019
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-3-tahun-2022-tentang-rencana-pembangunan-daerah-provinsi-banten-tahun-2023-2026
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-3-tahun-2022-tentang-rencana-pembangunan-daerah-provinsi-banten-tahun-2023-2026
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-3-tahun-2022-tentang-rencana-pembangunan-daerah-provinsi-banten-tahun-2023-2026
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-4-tahun-2022-tentang-rencana-strategis-perangkat-daerah-tahun-2023-2026
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-4-tahun-2022-tentang-rencana-strategis-perangkat-daerah-tahun-2023-2026
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-5-tahun-2022-tentang-petunjuk-teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-gaji-ketiga-belas-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-2022

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun
2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri,
Dan Sekolah Khusus Negeri Di Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun
2023

Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 70 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria

Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2022

Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2022 Tentang
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2022 Tentang
Kebijakan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bante

Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2022 Tentang
Kebijakan  Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 Tentang
Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
Pengurangan Pokok Dan/Atau Penghapusan Administrasi
Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua, Dan Seterusnya Dan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2022 Tentang
ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten

Tahun 2022-2024
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https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-6-tahun-2022-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-6-tahun-2022-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-6-tahun-2022-tentang-pedoman-pemberian-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-negeri-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-dan-sekolah-khusus-negeri-di-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-negeri-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-dan-sekolah-khusus-negeri-di-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-negeri-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-dan-sekolah-khusus-negeri-di-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-negeri-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-dan-sekolah-khusus-negeri-di-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2021-tentang-penerimaan-peserta-didik-baru-pada-sekolah-menengah-atas-negeri-sekolah-menengah-kejuruan-negeri-dan-sekolah-khusus-negeri-di-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2023
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2023
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2023
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-70-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-70-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-70-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-9-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-banten-nomor-70-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-15-tahun-2022-tentang-pedoman-pelaksanaan-eliminasi-malaria
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-15-tahun-2022-tentang-pedoman-pelaksanaan-eliminasi-malaria
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2022-tentang-perubahan-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2022-tentang-perubahan-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-17-tahun-2022-tentang-perubahan-rencana-kerja-pemerintah-daerah-provinsi-banten-tahun-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-19-tahun-2022-tentang-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-19-tahun-2022-tentang-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-21-tahun-2022-tentang-kebijakan-pengendalian-kecurangan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-21-tahun-2022-tentang-kebijakan-pengendalian-kecurangan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-21-tahun-2022-tentang-kebijakan-pengendalian-kecurangan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-23-tahun-2022-tentang-kebijakan-dan-strategi-daerah-dalam-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-23-tahun-2022-tentang-kebijakan-dan-strategi-daerah-dalam-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-23-tahun-2022-tentang-kebijakan-dan-strategi-daerah-dalam-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-24-tahun-2022-tentang-pengurangan-pokok-danatau-penghapusan-administrasi-berupa-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-penyerahan-kedua-dan-seterusnya-dan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-24-tahun-2022-tentang-pengurangan-pokok-danatau-penghapusan-administrasi-berupa-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-penyerahan-kedua-dan-seterusnya-dan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-24-tahun-2022-tentang-pengurangan-pokok-danatau-penghapusan-administrasi-berupa-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-penyerahan-kedua-dan-seterusnya-dan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-24-tahun-2022-tentang-pengurangan-pokok-danatau-penghapusan-administrasi-berupa-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-penyerahan-kedua-dan-seterusnya-dan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-24-tahun-2022-tentang-pengurangan-pokok-danatau-penghapusan-administrasi-berupa-denda-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-penyerahan-kedua-dan-seterusnya-dan-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-26-tahun-2022-tentang-road-map-reformasi-birokrasi-pemerintah-provinsi-banten-tahun-2022-2024
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-26-tahun-2022-tentang-road-map-reformasi-birokrasi-pemerintah-provinsi-banten-tahun-2022-2024
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-26-tahun-2022-tentang-road-map-reformasi-birokrasi-pemerintah-provinsi-banten-tahun-2022-2024

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Peniaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Provinsi Banten

20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2022 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Banten

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2022 Tentang
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2016
Tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah
Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota

Dalam ProvinsiKelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten

B.Data Dukung Capaian Hasil Kinerja (Sebutkan data/produk yang

dihasilkan atas capaian per IKU).

Produk Hukum dapat di Akses pada Wibsite JDIH Biro Hukum
Provinsi Banten (https://jdih.bantenprov.go.id/)
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https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-27-tahun-2022-tentang-pedoman-peniaian-mandiri-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-27-tahun-2022-tentang-pedoman-peniaian-mandiri-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-27-tahun-2022-tentang-pedoman-peniaian-mandiri-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-30-tahun-2022-tentang-pedoman-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-dalam-rangka-penanganan-dampak-inflasi-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-30-tahun-2022-tentang-pedoman-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-dalam-rangka-penanganan-dampak-inflasi-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-30-tahun-2022-tentang-pedoman-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-dalam-rangka-penanganan-dampak-inflasi-tahun-anggaran-2022
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-33-tahun-2022-tentang-pedoman-evaluasi-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-33-tahun-2022-tentang-pedoman-evaluasi-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-33-tahun-2022-tentang-pedoman-evaluasi-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-37-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-4-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-37-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-4-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-37-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-4-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-37-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-4-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-37-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-4-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2022-tentang-pedoman-perencanaan-penyusunan-peraturan-gubernur
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-38-tahun-2022-tentang-pedoman-perencanaan-penyusunan-peraturan-gubernur
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-39-tahun-2022-tentang-revitalisasi-sekolah-menengah-kejuruan
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-39-tahun-2022-tentang-revitalisasi-sekolah-menengah-kejuruan
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-41-tahun-2022-tentang-disiplin-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-41-tahun-2022-tentang-disiplin-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-42-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-gubernur-banten-nomor-44-tahun-2016-tentang-tarif-jarak-batas-atas-dan-tarif-jarak-batas-bawah-kendaraan-bis-umum-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsikelas-ekonomi-di-wilayah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-42-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-gubernur-banten-nomor-44-tahun-2016-tentang-tarif-jarak-batas-atas-dan-tarif-jarak-batas-bawah-kendaraan-bis-umum-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsikelas-ekonomi-di-wilayah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-42-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-gubernur-banten-nomor-44-tahun-2016-tentang-tarif-jarak-batas-atas-dan-tarif-jarak-batas-bawah-kendaraan-bis-umum-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsikelas-ekonomi-di-wilayah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-42-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-gubernur-banten-nomor-44-tahun-2016-tentang-tarif-jarak-batas-atas-dan-tarif-jarak-batas-bawah-kendaraan-bis-umum-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsikelas-ekonomi-di-wilayah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/produkhukum/pergub/peraturan-gubernur-banten-nomor-42-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-gubernur-banten-nomor-44-tahun-2016-tentang-tarif-jarak-batas-atas-dan-tarif-jarak-batas-bawah-kendaraan-bis-umum-angkutan-penumpang-antar-kota-dalam-provinsikelas-ekonomi-di-wilayah-provinsi-banten
https://jdih.bantenprov.go.id/

6. Biro Umum

Sasaran Indikato Baseline Capaian Tahun 2022
No . .. Satuan Tahun . .
Strategis r Kinerja 2017 0021 | Target | Realisasi|Capaian
1 Meningkatnya | Capaian Nilai 69,96 85 PM
Penyelengaraa| SAKIP
n Pemerintah | (Sistem
yang Akuntab
Akuntabel, ilitas
Efektif dan Kinerja
Efisien Instansi
Pemerin
tah)
OPD
Setda
2 | Meningkatny | Persenta % 0] 100 100 90 90
a Pelayanan se
Umum yang | Peningk
Prima atan
Pelayan
an Umu
yang
Prima

A. Analisis Keberhasilan sebagai berikut

1. Capaian SAKIP Setda ( nilai SAKIP Setda Tahun 2022 belum rilis)

2. Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima

B. Data Dukung Capaian Hasil Kinerja

No | Produk Keterangan
1. | Draft RKBMD dan RKPBMD Dokumen
2. | Aplikasi Perpustakaan Digital | Sistem Pelayanan
Smart Library Perpustakaan
3. | Aplikasi SIKENDIS Sistem Informasi Kendaraan
Dinas
4. | Usulan SOP Biro Umum Lampiran Peraturan
Gubernur SOP yang dirumus
kan Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
5. | Laporan Keuangan Setda Laporan
7. Biro Pemrintahan dan Kesejahteraan Rakyat
. Capaian Tahun 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Baseline Tahun ] -
2017 2021 Target | Realisasi Capaian
1 Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 80.25 85 PM
Penyelengaraan (Sistem
Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerja
Akuntabel, Efektif Instansi
dan Efisien Pemerintah) OPD
Setda
2 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 100 100
Kerjasama dan Kebijakan
Penyelernggaraan Kerjasama
Administrasi Pemerintahan
Pemerintahan
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Capaian Laporan %
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Provinsi Banten

100

100

100

100

100

3 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 100 100
Kebijakan Kebijakan
Kesejahteraan Kesejahteraan
Rakyat Rakyat

A. Analisis Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja, sebagai berikut

1. Persentase Kebijakan Kerjasama Pemerintahan

- Persentase kebijakan kerjasama pemerintahan sudah sesuai

dengan target yang di tetapakan yakni sebanyak 10 dokumen

dan terealisasi sebanyak 10 dokumen.

- Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

sudah

sesuai dengan target sebanyak 4 dokumen dan terealisasi

sebanyak 4 dokumen.

2. Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat sudah sesuai dengan

target yang di tetapkan dengan target sebanyak 10 dokumen dan

terealisasi sebanyak 10 dokumen.

B. Data Dukung Capaian Hasil Kinerja (Sebutkan data/produk yang

dihasilkan atas capaian per IKU)

Data dukung capaian hasil kinerja (output) yang mendukung

pencapaian IKU antara lain :

1. Dokumen

Kerjasama Daerah (MoU dan dokumen evaluasi

kerjasama);

2. Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM);

3. Dokumen Laporan Peyelenggaraan Pemerinah Daerah (LPPD) &

Indikator Kinerja Kunci LPPD (IKK LPPD).

4. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat.
3.3 Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Daerah
Provinsi Banten
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Program
INDIKATOR KINERJA CAPAIAN
NO PROGRAM PROGRAM
2018 2019 2020 2021 |2022
1 |Program
Penunjang
Urusan

Pemerintahan
Daerah Provinsi

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah (Biro

100 %

100 %

100 %

100 %

100%
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NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

CAPAIAN

2018

2019

2020

2021

2022

Administrasi Pimpinan)
(Satuan : %)

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Administrasi Pimpinan)
(Satuan : %)

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Capaian % kinerja Pelayanan
Keprotokolan (Satuan : %)

90 %

90 %

90 %

100 %

100%

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah pada
Biro Pengadaan Barang dan Jasa
(Satuan : %)

N/A

N/A

N/A

100

100%

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa (Satuan : %)

N/A

N/A

N/A

95,83

100%

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD pada Biro Pengadaan
Barang dan Jasa (Satuan : %)

N/A

N/A

N/A

100

100%

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD pada Biro
Pengadaan Barang dan Jasa

N/A

N/A

N/A

N/A

75

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah (Biro
Organisasi dan RB) (Satuan : %)

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasidan
pelaporan perangkat daerah (Biro
Perekonomian dan ADPEM)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100%

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Perekonomian dan ADPEM)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100%

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD (Biro Perekonomian dan
ADPEM) (Satuan : %)

100

100

100

100

100%

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Biro
Perekonomian dan ADPEM)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100%

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah (Biro
Organisasi dan RB) (Satuan : %)

100 %

100 %

100 %

100 %

100%
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NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

CAPAIAN

2018

2019

2020

2021

2022

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Organisasi dan RB) (Satuan
1 %)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD (Biro Organisasi dan RB)
(Satuan :

%)

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Biro Organisasi
dan RB) (Satuan :

%)

100

100

100

100

100

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah pada
Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat (Satuan :
%)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat (Satuan :
%)

100

100

100

100

100

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD pada Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah (Biro
Hukum) (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Hukum) (Satuan :

%)

100

100

100

100

100

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
SKPD (Biro Hukum) (Satuan : %)

100

100

100

100

100
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NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

CAPAIAN

2018

2019

2020

2021

2022

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Biro Hukum)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Capaian kesesuaian dengan
Parameter penilaian dokumen
perencanaan, evaluasi dan
pelaporan perangkat daerah (Biro
Umum) (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Perekonomian dan
ADPEM) (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Umum) (Satuan :

%)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
pada Biro Pengadaan Barang dan
Jasa (Satuan : %)

Persentase terwujudnya
peningkatan kapasitas
sumberdaya Aparatur yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Biro Umum)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Prasarana dan sarana
penunjang kinerja di Lingkungan
Setda dalam kondisi baik (Satuan
1 %)

100

100

100

100

100

Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
administrasi perangkat daerah
(Biro Umum) (Satuan :

%)

100

100

100

100

100

Persentase terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian
kinerja program yang
mendukung kelancaran tugas
dan fungsi SKPD (Biro
Perekonomian dan ADPEM)
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Prasarana dan sarana
penunjang kinerja di Lingkungan
Setda dalam kondisi baik (Satuan
1 %)

100

100

100

100

100

Program
Pemerintahan
Dan Otonomi
Daerah

presentase realisasi kebijakan
administrasi kewilayahan
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

presentase realisasi kebijakan
kerjasama pemerintahan (Satuan
1 %)

50

50

100

100

100

presentase realisasi kebijakan
administasi pemerintahan dan
otonomi daerah (Satuan : %)

100

100

100

100

100
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NO

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

CAPAIAN

2018

2019

2020

2021

2022

Program
Kesejahteraan
Rakyat

Cakupan Keselarasan Rumusan
Kebijakan Kesehatan, Pendidikan
dan Kesejahtaraan Keluarga
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Cakupan Keselarasan Rumusan
Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum, serta
Perlindungan Masyarakat
(Satuan : %)

100

100

100

100

100

Cakupan Keselarasan Rumusan
Kebijakan Bidang Sosial dan
Keagamaan (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Program
Fasilitasi Dan
Koordinasi
Hukum

Presentase Fasilitasi keselarasan
peraturan perundangan daerah
atau Kabupatan/ Kota dengan
regulasi hukum nasional (Satuan
1 %)

100

100

100

100

100

Presentasi pelayanan bantuan
hukum (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Presentase realisasi target
propemperda (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Persentase Sosialisasi dan
Dokumentasi Produk Hukum
(Satuan: %)

100

100

100

100

100

Program
Penataan
Organisasi

persentase ketercapaian
kebijakan penataan kelembagaan
(Satuan : %)

100

100

100

100

98,53

Persentase Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Pemda (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Program
Kebijakan Dan
Pelayanan
Pengadaan
Barang Dan Jasa

Capaian Standar LPSE dalam
Penyelenggaraan Sistem Layanan
Pengadaan (Satuan : Jumlah)

12

13

17

Presentase Kinerja Pengadaan
Barang/Jasa dan Kebijakan
Administrasi Pembangunan
(Satuan : %)

75

80

85

90

90

Presentase Kinerja Pengadaan
Barang/Jasa dan Kebijakan
Administrasi Pembangunan
(Satuan : %)

83,33

71,43

50,00

70,00

62,50

Persentase Rumusan kebijakan
di bidang infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (Satuan : %)

Program
Perekonomian
Dan
Pembangunan

Jumlah Dokumen Kebijakan
Industri Jasa dan
Ketenagakerjaan (Satuan :
Dokumen)

11

11

Jumlah Dokumen Kebijakan
Produksi Daerah (Satuan :
Dokumen)

11

11

Jumlah Dokumen Kebijakan
Sarana Perekonomian (Satuan :
Dokumen)

Program
Kebijakan
IAdministrasi
Pembangunan

Persentase keselarasan kebijakan
di bidang Admiistrasi
Pembangunan (Satuan : %)

100

100

100

100

100

Presentasi Realisasi Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan

(Satuan : %)

100

100

100

100

100
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3.4 Analisis keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Program dan Kegiatan

Tabel 3.6

Analisis keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Program dan Kegiatan

No Sasaran/Perangkat Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kriteria Faktor Penghambat/Faktor
Daerah 2022 2022 (%) Kinerja Keberhasilan/Keterangan
1 Meningkatnya Persentase 100 100 100 Sangat | Terdapat 10 dikumen kerjasama (MOU dan PKS) yang
Kerjasama dan | Realisasi Kebijakan tinggi direalisasikan selama tahun 2022, dari jumlah yang
penyelenggaraan kerjasama ditargetkan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 10
adminstrasi Pemerintahan dokumen kerjasama.
pemerintahan  (BIRO
PEMKESRA-SETDA)
Capaian Laporan 100 100 100 100 Nilai capaian LPPD tahun 2018 yang dikeluarkan
Penyelenggaraan Kemendagri pada tanggal 25 April 2020 prestasi
Pemerintah Daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi banten
Provinsi Banten 3,0514 dengan kategori kinerja sangat tinggi.
(LPPD) Sampai dengan saat ini 31 Desember 2022 belum ada
rilis penilaian capaian LPPD oleh Kemendagri
2 Meningkatnya Persentase 100 100 100 Sangat | Target tercapai dengan output kinerja yang
Kebijakan Kebijakan tinggi dilaksanakan sesuai rencana kinerja, adapun kegiatan
Kesejahteraan Rakyat | Kesejahteraan yang dilaksanakan pada tahun 2002 yaitu:
(BIRO PEMKESRA- | Rakyat Kajian Akademik penyusunan Peraturan Gubernur
SETDA) tentang penanggulangan kemiskinan
- Sinkronisasi kebijakan pada Bidang Kesejahteraan
rakyat.
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No Sasaran/Perangkat Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian | Kriteria Faktor Penghambat/Faktor
Daerah 2022 2022 (%) Kinerja Keberhasilan/Keterangan
3 Meningkatnya Persentase 100 91 91 Sangat | Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi pada tahun
Tatalaksana Manajemen Tinggi 2022 sangat tinggi. Namun demikian terdapat hal
Organisasi Daerah | Reformasi Birokrasi perlu diperhatikan, yaitu:
Yang Efektif (BIRO - Optimalisasi  koordinasi lintas sektor terkait
ORGANISASI DAN RB- pengelolaan implementasi reformasi birokrasi di
SETDA) Pemerintah Provinsi Banten
- Peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan target kinerja yang ditentukan sesuai
dengan core value organisasi pemerintahan (ASN
berakhlak).
- Implementasi Peraturan Gubernur tentang Proses
Bisnis pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan
Gubernur tentang Road Map RB, diharapkan menjadi
pengungkit keberhasilan RB di Provinsi Banten
4 Meningkatnya Persentase 100 100 100 Sangat | Fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan baik internal
Pelayanan Umum | Peningkatan Tinggi secretariat daerh maupun dengan stakeholder berjalan
yang Prima (BIRO | Pelayanan Umum sesuai dengan target kinerja
UMUM-SETDA) yang Prima
5 | Meningkatnya Persentase 100 100 100 Sangat | Regulasi dan kebijakan berkaitan dengan administrasi
Administrasi Realisasi Layanan tinggi pembangunan dapat dipenuhi, antara lain:
Pembangunan Daerah | dan Pembangunan - Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan
(BIRO EKONOMI DAN | Administrasi Pembangunan
ADPEMDA-SETDA) Daerah - Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang
dan Jasa
- Peraturan Gubernur tentang Monitoring
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
6 Meningkatnya Capaian Kebijakan 100 100 100 Sangat | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Bidang
Kebijakan Bidang tinggi Perekonomian Daerah yaitu:
Perekonomian Daerah | Perekonomian - Rumusan kebijakan penyusunan pedoman
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Sasaran/Perangkat

Target

Realisasi

Capaian

Kriteria

Faktor Penghambat/Faktor

Hukum Daerah (BIRO
HUKUM)

daerah dan HAM
yang terpublikasi

No Daerah LECI B Laers 2022 2022 (%) Kinerja Keberhasilan/Keterangan
dan Pembinaan | Daerah Pengadaan Barang/jasa BUMD
Pengendalian Bidang - Rumusan kebijakan Kajian Penetapan Tarif Batas
Perekonomian (BIRO Atas Dan Tariff Batas Bawah Air Minum bagi BUMD
EKONOMI DAN Pengelola Air Minum di Wilayah Provinsi Banten
ADPEMDA SETDA) - Penyusunan bahan kebijakan penyertaan Modal

BUMD Provinsi Banten

7 Meningkatnya Persentase 100 100 100 Sangat | Fasilitasi kepegawaian, Perencanaan dan evaluasi
Pelayanan dan | Peningkatan tinggi SETDA, keprotokolan dan komunikasi pimpinan
fasilitasi Pimpinan | Pelayanan Fasilitas dilaksanakan dengan baik, berjalan sesuai dengan
(BIRO ADPIMDA- | Pimpinan target kinerja
SETDA)

8 Meningkatnya Persentase realisasi 100 100 100 Sangat | Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Banten telah
Kualitas Produk | produk hukum Tinggi mengeluarkan 10 Peraturan Daerah dan 56 Peraturan

Gubernur yang telah lewat

jdih.bantenprov.go.id

dipublikasikan
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3.5 Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun
2022

Anggaran  Perubahan Sekretariat Daerah  Tahun
Anggaran 2022 sebesaar Rp. 281.087.947.050,- dengan rician
sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Biro Umum sebesar Rp. 218.446.667.100,-

- Biro Administrasi Pimpinan sebesar Rp. 15.094.408.600,-

- Biro Perekonomian dan  Administrasi Pembangunan
sebesar Rp. 2.212.842.200,-

- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
sebesar Rp. 3.851.940.000,-

- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Rp. 531.412.000,-

- Biro Hukum sebesar Rp. 546.740.160,-

- Biro Pengadaan Barang/ Jasa sebesar Rp. 2.402.086.750,-

2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 3.300.000.000,-

3. Program Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 25.594.397.500,-

4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Biro Hukum sebesar
Rp. 3.436.237.840,-

5. Program Perekonomian dan Pembangunan Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan sebesar Rp. 778.682.000,-

6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebesar
Rp. 826.425.800,-

7. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Biro
Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.673.649.100,-

8. Program Penataan Organisasi Biro Organisasi dan Reformasi

Birokrasi sebesar Rp. 2.392.558.000,-

3.6 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2022 Tujuh Biro
Sekretariat Daerah Berdasarkan Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah tahun anggaran 2022 dari
total anggaran Rp. 281.087.947.050,00 capaian realisasi sebesar Rp.
244.462.897.798,00/(86.97%), dengan sisa anggaran sebesar Rp.
36.625.049.252,00/(13.03%), data tersebut didapat dari capaian
realisasi anggaran masing-masing biro di lingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :
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Tabel 3.7
Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2022
7 (Tujuh) Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Realisasi Sisa Anggaran
No Program dan Kegiatan Pagu a_sg;garan
P Anggaran % Anggaran %
L ;;Z?;;n;:’oevr;z:iiang Urusan Pemerintahan 2742168000 |  2.553.518.746 93,12% 188.649.254 6,88%
Kegiatan :
1 ggr;r':r'f"as' Kepegawaian Perangkat 500.000 0 0,00% 500000 |  100,00%
2 ggg::f"a“ Keuangan Perangkat 18.860.000 13.635.258 72,30% 5.224.742 27.70%
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 490.688.200 436.706.500 89,00% 53.981.700 11,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan o N
b e et 1.638.954.000 1575.436.359 96,12% 63.517.641 3,88%
5 Perencanaan, Penganggaran dan 63.840.000 54.996.322 86,15% 8.843.678 13,85%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6 Eg':r’;%ra" Pelaksanaan Pembangunan 529.325.800 472744307 8931% 56.581.493 10,69%
IL Program Perekonomian dan Pembangunan 778.682.000 713.110.482 91,58% 65.571.518 8,42%
Kegiatan :
7 gﬁﬁg’%’:ﬁg’fﬁgﬁka” dan Koordinasi 469.506.050 460.590.106 98,10% 8.915.944 1,90%
8 Egpgf;ﬁ'j;’i‘a’:eb”aka” dan Koordinasi 95.000.000 66.442.478 69,.94% 28.557.522 30,06%
9 gﬁ”mgtf:r"sg';aKXgﬁka” dan Koordinasi 214.175.950 186.077.898 86,88% 28.098.052 1312%
" ﬁ;‘;?;:;“g':ﬁ:gaka“ Administrasi 297.100.000 290.408.564 97,75% 6.691.436 2,25%
Kegiatan :
1g  Pengendalian Administrasi Pelaksanaan 297.100.000 290.408.564 97,75% 6.691.436 2,25%
Pembangunan Daerah
JUMLAH 3.817.950.000 3.557.037.792 93,17% 260.912.208 6,83%
Keterangan :

- Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan  Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada P - APBD 2022 Tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya usulan Pengiriman Peserta
Diklat

- Sisa Anggara dari Belanja Cetak dan Penggandaan

- Efisiensi Dari Kegiatan Yang di Kontraktualkan

- Efisiensi honorarium narasumber rapim, belanja ATK, dll

- Efisiensi dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium
Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
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2. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran

(Rp) Anggaran (%) Anggaran (%)

No Program dan Kegiatan

Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi 3.851.940.000,00 | 2.788.142.914,00 | 72,38% | 1.063.797.086,00 | 27,62%

Administrasi Kepegawaian Perangkat

L Daerah

555.000.000,00 418.774.000,00 | 7545% 136.226.000,00 | 24,55%

Administrasi Keuangan Perangkat

45.000.000,00 44.981.480,00 | 99,96% 18.520,00 0,04%
Daerah

3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.520.000.000,00 771.693.700,00 | 50,77% 748.306.300,00 | 49,23%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

0, 0,

Tk e 1560.000.000,00 | 1.481.393.734,00 | 94.96% 78.606.266,00 | 5,04%
Perencanaan, Penganggaran dan o o

5 Evaluas Kinara Poranghat Daorah 171.940.000,00 71.300.000,00 | 4147% |  100.640.000,00 | 5853%

Il Program Pemerintahan Dan 3.300.000.000,00 | 2.288.747.250,00 | 69,36% | 1.011.252.750,00 | 30,64%

Otonomi Daerah

7 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 700.000.000,00 |  558.962.450,00 | 79,85% |  141.037.550,00 | 20,15%

8  Pelaksanaan Otonomi Daerah 900.000.000,00 |  712.381.100,00 | 79,15% |  187.618.900,00 | 20,85%

9 Fasilitasi Kerjasama Daerah 1.700.000.000,00 | 1.017.403.700,00 | 59,85% |  682.596.300,00 | 40,15%

. Program Kesejahteraan Rakyat 25.594.397.500,00 | 14.602.726.749,00 | 57,05% | 10.991.670.751,00 | 42,95%

10  Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 24.244.397.500,00 | 13.765.175.484,00 | 56,78% | 10.479.222.016,00 | 43,22%

Fasilitasi Pengembangan
11 Kesejahteraan Rakyat Pelayanan 850.000.000,00 455.961.500,00 | 53,64% 394.038.500,00 | 46,36%
Dasar

Fasilitasi Pengembangan
12 Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan 500.000.000,00 381.589.765,00 | 76,32% 118.410.235,00 | 23,68%
Dasar

JUMLAH 32.746.337.500,00 | 19.679.616.913,00 | 60,10% | 13.066.720.587,00 | 39,90%

Keterangan Silva

1. Sisa Penyelenggaraan Haji Daerah;

2. Pengadaan - Pengadaan yang tidak dapat terserap namun sudah tercetak
dalam DPPA 2022;

3. Sisa perjalanan dinas;

4. Rapat koordinasi yang tidak sempat dan tidak dapat dilaksanakan,;

S. Belanja publikasi yang tidak terserap.
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3. Biro Hukum

Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
No. Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur 9 ( Rg)g
P Anggaran (%) Anggaran (%)
I E:ggl':: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 546.740.160,00 433.030.410,00 | 79,2 113.700.750,00 | 20,8
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 28.175.000,00 28.175.00000 | 100 0 0
Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.843.000,00 | 96,08 157.000,00 3,92
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 83.327.000,00 400.000,00 0,48 82.927.000,00 99,52
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 267.160.000,00 245.588.468,00 | 91,93 21.571.532,00 8,07
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 164.078.160,00 155.023.942,00 | 94,48 9.054.218,00 | 552
Pemerintahan Daerah
Il Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 3.436.237.840,00 2.431.646.951,00 | 70,76 1.004.590.889,00 | 29,24
1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan 1.864.867.840,00 1.218.726.775,00 | 65,35 646.141.065,00 34,65
2 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.571.370.000,00 1.212.920.176,00 | 77,19 358.449.824,00 | 22,81
Jumlah 3.982.978.000,00 2.864.677.361,00 | 71,92 1.118.300.639,00 | 28,08

Realisasi fisik program dan kegiatan pada Biro Hukum Tahun
Anggaran 2022 sebesar 99,26% dan realisasi keuangan sebesar
Rp.2.864.677.361,00 atau 71,92%, dengan penjelasan sebagai
berikut :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, rencana biaya
pada APBD Perubahan sebesar Rp.83.327.000,00 (Delapan Puluh Tiga
Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), realisasi belanja
sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 sebesar Rp.400.000,00
dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 0,48%

1. Pagu : Rp.83.327.000,-
2. Realisasi : Rp.400.000,- (0,48 %)
3. Sisa pagu : Rp.82.927.000,-

Penjelasan :
Uraian Anggaran Realisasi Sisa
(Rp.) Keuangan anggaran
Kegiatan Administrasi 83.327.000,- 400.000,- | 82.927.000,-

Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis 83.327.000,- 400.000,- | 82.927.000,-
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Belanja Alat/Bahan untuk 1.460.000,- 0| 1.460.000,-
kegiatan kantor-alat tulis kantor
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,- 400.000,- 400.000,-
Rapat
Honorarium Narasumber atau 14.900.000,- 0 | 14.900.000;,-
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

Belanja Sewa Kendaraan 6.806.000,- 0| 6.806.000,-
Bermotor Penumpang

Belanja Kursus 15.000.000,- 0 | 15.000.000,-
Singkat/Pelatihan

Belanja Perjalanan Dinas Paket 44.361.000,- 0 | 44.361.000,-

Meeting Luar Kota
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Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaklu, penyerapan anggaran oleh Pimpinan tidak dilakukan sehingga
menjadi Efisiensi keuangan, karena menyesuaikan kebutuhan dan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.

Biro Hukum telah menganggarkan untuk fasilitasi Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi Aparatur
Sipil Negara Biro Hukum Setda Provinsi Banten, sebanyak 2 (dua)
Orang Aparatur, biaya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan per orang
sebesar Rp.7.500.000,- (Total anggaran di tahun 2022 sebesar
Rp.15.000.000,-)

Pada Biro Hukum, pada tahun 2022, Perancang Peraturan
Perundang-undangan ternyata ada yang mengikuti Bimbingan
Teknis Perancang Perundang-undangan undangan dari Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham (biaya
oleh instansi penyelenggara).

Untuk rencana kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparatur Biro
Hukum?” telah dilaksanakan, tetapi memperhatikan ketentuan pada
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 pada
halaman 81, menyebutkan bahwa “belanja kegiatan untuk sewa
ruang rapat/pertemuan di hotel tidak diperkenankan kecuali:
kegiatan tingkat nasional/internasional,

musrenbang;

forum konsultasi public;

kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;

Diklat Pola kontribusi

Perlombaan yang mendukung agenda nasional;

Konsinyering TAPD;

Konsinyering dengan output Peraturan Gubernur terkait APBD;
Forum SKPD (maksimal 1 hari Fullboard);

10 Kegiatan DPRD paling banyak 2x setahun

Ketentuan pada lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 41
Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2022 (halaman 91) menyebutkan bahwa untuk “Belanja
Paket Fullboard/Fullday/Halfday” adalah Belanja Paket Kegiatan
Rapat/Pertemuan/ Sewa Kamar di luar kantor.Dengan syarat yang
mesti  dipenuhi kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian
pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat
koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat.

WeNoah b=

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, rencana
biaya pada APBD Perubahan sebesar Rp.1.864.867.840,00 (Satu
Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), realisasi
belanja sampai dengan akhir Desember Tahun 2022 sebesar
Rp.1.218.726.775,00 dengan demikian tingkat capaian kinerja

keuangan sebesar 65,35%
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Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan

Terdiri atas 2 Subbagian yaitu Subbagian Penyusunan

Peraturan Daerah dan Subbagian Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah.

Pagu : Rp.869.402.000,-
Realisasi : Rp.464.071.375,- (53,38%)
Sisa pagu : Rp.405.330.625,- (46.62%)

Penjelasan :

Banyak efisiensi keuangan disebabkan sifat kegiatan adalah
fasilitasi berdasarkan usulan dan permintaan yang masuk ke
Biro Hukum di Tahun 2022

Target Dokumen tercapai, ada efisiensi keuangan dari honor
tim yang tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan perUU,
belanja penggandaan sesuai kebutuhan, dan belanja
perjalanan dinas.

Efisiensi keuangan pada perjalanan dinas, karena sifatnya
fasilitasi, tidak ada undangan dari DPRD Provinsi Banten,
maka anggaran yang sudah dipersiapkan untuk
mendampingi kegiatan DPRD tidak terserap.

Dalam anggaran sudah menyediakan keberangkatan untuk
Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan staf, namun
keberangkatan menyesuaikan dengan jumlah orang yang
melakukan perjalanan dinas sesuai kebutuhan.

Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia, terbentur dengan Pedoman
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dimana
Honorarium narasumber yang berasal dari SKPD
penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari
pagu anggaran honorarium narasumber, disamping itu ada
efisiensi keuangan dari honorarium narasumber yang tidak
datang sehingga honornya tidak dibayarkan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan tentang
pembatasan penerima honorarium Tim Terkoordinasi dan
Narasumber dalam Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan
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Regional. dimana batas Honorarium Tim Pelaksana sebanyak

5 Tim per orang.

Anggaran yang mengalami efisiensi keuangan dan tidak terserap

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
(penggandaan bahan rapat) sebesar Rp.32.619.250,-

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar
Rp.17.600.000,-

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp.156.900.000,-

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.97.650.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.93.368.375,-

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.7.193.000,-

. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Penetapan

Pagu : Rp.118.715.840,-

Realisasi : Rp.106.241.500,- (89,49%)

Sisa pagu : Rp.12.474.340,- (10,51%)

Penjelasan :

Target Dokumen tercapai, ada efisiensi keuangan dari honor tim

yang tidak bisa dibayarkan sesuai ketentuan perUU, belanja

penggandaan sesuai kebutuhan.

Anggaran yang mengalami efisiensi :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
(penggandaan bahan rapat) sebesar Rp.3.074.340,-

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp.7.900.000,-

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.1.500.000,-

. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah

Hukum Lainnya

Pagu : Rp.372.900.000,-
Realisasi : Rp.329.159.400,- (88,27%)
Sisa pagu : Rp.43.740.600,- (11,73%)

Penjelasan :
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Target Dokumen tercapai dan ada efisiensi keuangan.

Anggaran yang mengalami efisiensi :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
(penggandaan bahan rapat) sebesar Rp.14.001.000,-

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.4.200.000,-

- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp.2.100.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.11.762.600,-

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp.11.677.000,-

. Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum

Kabupaten/Kota

Terdiri atas 2 Subbagian yaitu Subbagian Pengawasan Produk

Hukum Daerah Wilayah I dan Subbagian Pengawasan Produk

Hukum Daerah Wilayah II.

Pagu : Rp.503.850.000,-

Realisasi : Rp.319.254.500,- (63,36%)

Sisa pagu : Rp.184.595.500,- (36,64%)

Penjelasan :

Target Dokumen tercapai dan ada efisiensi keuangan.

- Target Kegiatan Wil I TA 2022 Tercapai : 30 Dokumen

- Target Keg Wil II TA.2022 tercapai 23 dokumen (sesuai
usulan yang masuk dari Kab/Kota)

Fasilitasi Raperda : 5 OK (dari target 26 Dok)

Evaluasi Raperda Kab/Kota : 2 OK (dari target 4 Dok)

Anggaran yang mengalami efisiensi :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor (penggandaan bahan rapat) sebesar Rp.1.350.500,-

- Belanja makanan dan minuman rapat  sebesar
Rp.7.500.000,-

-  Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia sebesar Rp.39.600.000,-

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.114.950.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.8.431.000,-

- Belanja  Perjalanan Dinas Dalam  Kota  sebesar

Rp.12.764.000,-
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4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Realisasi Sisa Anggaran
No. Program, Kegiatan Dan Tolok Ukur Pagu A; ggaran
(Re) Anggaran (%) Anggaran (%)
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 531.412.000,00 | 524705347,00 | 9874 | 6.706.653,00 | 1,26
Daerah Provinsi
Kegiatan :
1 Perencanaan, Penganggaran, dan 2420000000 |  22.900.000,00 | 9463 | 1.300.000,00 | 537
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 ’D*‘;z“r‘;‘:f"as" Keuangan Perangkat 4.300.000,00 430000000 | 100 0 0
3 ’D*‘;z“r‘;‘:f"as" Kepegawaian Perangkat 8483600000 | 8340215100 | 9831 | 143384900 | 169
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.580.000,00 111.573.300,00 | 98,23 2.006.700,00 1,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5 Pemerintaen Dacrah 304.496.000,00 | 302.529.896,00 | 9935 | 1.966.104,00 | 0,65
Il Program Penataan Organisasi 2.392.558.000,00 | 1.689.579.289,00 | 70,62 | 702.978.711,00 | 29,38
Kegiatan :
1 5:;!'::;' Kelembagaan dan Analisis | 4 434 494 05000 | 902.010599,00 | 62,88 | 53241345100 | 37,12
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
2 Akuntabiltas Kinera 958.133.950,00 | 787.568.690,00 | 82,2 | 170.565.260,00 | 17,8
Jumlah 2.923.970.000,00 | 2.214.284.636,00 | 75,73 | 709.685.364,00 | 24,27

KETERANGAN SILVA :
Ada beberapa sub kegiatan tidak dapat merealisasikan anggaran

belanja karena beberapa sebab seperti kegiatan Fasilitasi Kelembagaan

dan Analisis Jabatan dan kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan

Akuntabilitas Kinerja dimana ada beberapa belanja yang serapan sangat

kecil Hal tersebut tergambar pada serapan Anggaran yang masih

rendah (dibawah 80%)

Uraian serapan anggaran sebagai berikut :

1.

Pada kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Belanja
Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak terserap
draft yang sudah

direncanakan dari awal sampai akhir tahun belum ada Pergub yang

dikarenakan output Peraturan Gubernur
perlu dicetak.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat di Sub Kegiatan Penataan
Analisis Jabatan tidak dapat direalisasikan karena terkendala
belum disahkannya Peraturan Gubernur tentang SOTK. Sedangkan
pada sub kegiatan fasilitasi Kelembagaan Provinsi kegiatan
Perumusan Kebijakan Perangkat Daerah output penyusunan Perda
Perangkat Daerah tidak dapat direalisasikan secara maksimal
karena focus pada pendampingan Pansus ke luar daerah.
Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa
Acara dan Panitia, terbentur dengan Pedoman Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022 dimana Honorarium narasumber yang
berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium

sebesar 50% dari pagu anggaran honorarium narasumber.
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4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan menyesuaikan dengan Peraturan tentang pembatasan
penerima honorarium TIM Terkoordinasi dan Narasumber dalam
Domlak kegiatan tahun 2022 dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan
Regional. dimana batas Honorarium Tim Pelaksana sebanyak 5 kali
per orang.

5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa selain efesiensi ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang telah
direncanakan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan focus pada
pendampingan Pansus penyusunan Perda SOTK, ada juga Pagu
Anggaran Perjalanan Dinas Biasa untuk Eselon II dan Eselon III
tidak terserap. Beberapa kegiatan pendampingan Pansus V DPRD
dalam kota tidak dilaksanakan, karena Pansus V DPRD tidak
melaksanakan kegiatan di dalam kota.

6. Di dalam pelaksanaan Launching ASN BerAKHLAK kami sudah
melakukan rapat dengan OPD yang berkaitan dengan Launching,
tetapi tidak bisa di laksanakan dikarenakan pimpinan tidak ada
respon atau dukungan terhadap pelaksanaan tersebut.

5. Biro Pengadaan Barang/Jasa

Realisasi Sisa Anggaran

No Program dan Kegiatan Pagu I?;ggaran 99

(Rp) Anggaran % Anggaran %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
I | Daerah Provinsi 2.402.086.750 | 2.165.383.034 9015 | 236703716 | 9,85
Kegiatan :
1 Perencanaan, Penganggaran, dan 26.218.000 20476999 | 8573 | 3741001 | 1427
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.800.000 8.395.500 95,40 404.500 4,60
3 pdminitrasiKepegavaian Perangial 22500000 | 20100000 | 8933 | 2400000 | 1067
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.124.750 266.604.465 61,98 163.520.285 38,02
5 penvediaan Jasa Penunjang Uusan 1914444000 | 1847806070 | 9652 | 66637.930 | 348
emerintahan Daerah
I | program Kebijakan Dan Pelayanan 1673549100 | 1477695870 | 8830 | 195.853.230 | 11,70
engadaan Barang Dan Jasa
Kegiatan :
1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 557.300.000 436.078.697 78,25 121.221.303 21,75
2 Fengelolaan Layanan Pengadaan Secara 936361100 | 913805141 | 9759 | 22555950 | 241
ektronik
3 Fembiaan dan Advokasi Pengadaan 179.888000 |  127.812032 | 7105 | 52075968 | 28,95
arang dan Jasa
Jumlah 4.075.635.850 | 3.643.078.904 89,39 | 432.556.946 | 10,61

KETERANGAN SILPA :
Silpa sebagaian besar dari anggaran Perjalanan Dinas.

64



6. Biro Administrasi Pimpinan

. Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
No Program dan Kegiatan (Rp) Anggaran % Anggaran %
1 Program : Program Penunjang Urusan | 45 104 408 600,00 | 1453540361900 | 9630 | 559.004.981,00 | 370
Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan :
1 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.076.000,00 |  147.638.961,00 | 91,09 | 14.437.039,00 | 891
2 gg’;‘r';‘}'f”as'Ke“anga” Perangkat 55.380.000,00 54.560.662,00 | 98,52 81933800 | 148
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 22438200000 | 21554447400 | 96,06 | 8.837526,00 | 3,94
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.182.500,00 25173.186,00 | 99,96 931400 | 0,04
5  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah 3706.42870000 | 3.477.777.369,00 | 9383 | 228.651331,00 | 6,17
6  Fasilitasi Materi dan Komunikasi
Pimpinan e 9.818503.40000 | 951656447300 | 9692 | 301938.927.00 | 308
7 Fasiltasi Keprotokol
asliiasi Reprofoxolan 1102.456.00000 | 1.098.144.49400 | 9961 | 431150600 | 0,39
Jumlah 15.004.408.600,00 | 14.535.403.619,00 | 963 | 550.004.981,00 | 37
7. Biro Umum
No Program dan Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
(Rp) Anggaran % Anggaran %
Program Penunjang Urusan
1| Pemerintahan Daerah Provinsi 218.446.667.100,00 | 197.968.798.573,00 | 90,63 | 20.396.903.527,00 | 9,34
Kegiatan :
Perencanaan, Penganggaran, dan
1 Evaluasi Kinerja Perangkat 45.000.000,00 4244400000 | 94,32 2.556.000,00 | 5,68
Daerah
2 gg‘;jgﬁtrasmeuanga” Perangkal | 108997 984.000,00 | 103.814506.836,00 | 9592 |  4413477.16400 | 4,08
Administrasi Barang Milik Daerah
3 hads Perangkal Deerah 103.236.000,00 9832138800 | 9524 4914612,00 | 476
4  Administrasi Kepegawaian 716.500.000,00 659.420.000,00 | 92,03 57.080.000,00 | 797
Perangkat Daerah
5 ggg‘rigfmi“m“m Perangkat 1778185540000 | 16472.98266000 | 9264 | 130887274000 | 736
Pengadaan Barang Milik Daerah
6  Penunjang Urusan Pemerintah 14.060.805.850,00 | 11968.788.770,00 | 8512 |  2.011.052.080,00 | 1430
Daerah
7  Penyediaan Jasa Penunjang 2532396042000 | 2178856978100 | 8604 |  3.535399.639,00 | 1396
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8  Penunjang Urusan Pemerintahan 20154.141680,00 | 17.109.860.050,00 | 84,90 |  3.044.281.630,00 | 1510
Daerah
Administrasi Keuangan dan
9  Operasional Kepala Daerah dan 15.908.440.350,00 14.026.157.922,00 88,17 1.882.282.428,00 | 11,83
Wakil Kepala Daerah
10  Fasilitasi Kerumahtanggaan 1612473440000 | 11987.747.16600 | 7434 | 4.136.987.23400 | 2566
Sekretariat Daerah
Jumlah | 218.446.667.100,00 | 197.968.798.57300 | 90,63 | 20.396.903527,00 | 9,34
KETERANGAN SILFA :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah :
- Efisiensi Kegiatan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- Sisa Anggaran Dikarenakan Honor Narasumber dibayarkan hanya

50% karena narasumber berasal dari internal OPD
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10.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Efisiensi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

- Efisiensi Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- Perjalanan Dinas Menyesuaikan Kebutuhan dan Permintaan
Pimpinan dan Biro-Biro Lingkup Setda

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah :

- Ketersediaan Kendaraan Terbatas Harus Melalui Inden Sampai
Awal Tahun 2023 dan tidak tersedia di E-Catalog;

- Tidak terserap dikarenakan Alokasi Pekerjaan Sudah
Dilaksanakan di Kegiatan Pemeliharaan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terkait Ex-Food Berdasarkan Absensi dan Pada Bulan Januari -
April Kondisi WFH (Work From Home);

- BPJS Banyak Yang Tidak Mengikuti Dikarenakan ikut BPJS
Suami / Istri;

- Honorarium Tim Pimpinan Menyesuaikan Kebutuhan PIMPINAN.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah :

- Realisasi Berdasarkan Surat Permohonan / Pengajuan dari
Masing-masing Pemegang Kendaraan di Lingkup Setda;

- Efisiensi Kegiatan Pemeliharaan.

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah :

- Pakaian Dinas disesuaikan dengan kebutuhan ;

- Kebutuhan Pelayanan Medical Check Up Disesuaikan dengan
keinginan PJ Gubernur;

- Kegiatan Menyesuaikan Dengan Agenda Kerja Pimpinan.

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah :

Realisasi Belanja Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Fasilitasi

Pimpinan.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi wujud
pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten atas
penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2022 dan merupakan
suatu alat untuk mengukur keberhasilan maupun ketidaktercapaian
target kinerja, serta menjadi bahan untuk melaksanakan evaluasi
kinerja dan alat untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan
manajemen perencanaan kinerja pembangunan di tahun berikutnya.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten disusun
sebagai pelaksanaan kinerja instansi pemerintahan sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Sekretariat
Daerah Provinsi Banten, serta dalam rangka mewujudkan Good
Governance, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai
penjabaran dari visi atau misi dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan umum Tahun

Anggaran 2022 serta penetapan kinerja Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
produk dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di mana
pada laporan dimaksud disajikan berbagai indikator dan mekanisme
kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari
berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
misi organisasi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) pada hakekatnya adalah menyampaikan kepada pihak yang
berkepentingan tentang amanah yang diberikan baik keberhasilan
maupun kekurang keberhasilan.

Penyusunan laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi

Banten tahun anggaran 2022 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang
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dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun
anggaran, evaluasi kinerja menunjukkan informasi capaian indikator
kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

4.1 Analisis Permasalahan dan Kendala Utama

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada
Tahun 2022 dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, antara lain :
1. Nilai SAKIP belum tercapai, hal tersebut disebabkan oleh :

- Terdapat inkonsistensi target indikator kinerja antar dokumen
perencanaan yaitu Rencana Strategis dengan Rencana Kerja dan
Perjanjian Kinerja, yang berdampak pada lemahnya pencapaian
target Rencana Strategis di setiap tahunnya serta penyajian

laporan kinerja lainnya tidak dapat disajikan secara time series

- Dokumen perencanaan belum dimanfaatkan untuk mewujudkan

hasil yang berkesinambungan

- Belum diadakannya pengukuran kinerja secara efektif dan efisien

yang dilakukan secara berjenjang.

- Belum adanya pedoman teknis dan standar operasional

mengenai pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja;
- Sulitnya mendapatkan data untuk pengukuran kinerja
- Kurangnya koordinasi antar OPD pada setiap bidang ;

- Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya

manusia.

2. Indek Reformasi Birokrasi belum tercapai, hal tersebut disebabkan
oleh :

- Kurangnya koordinasi antar unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah sehingga sangat sulit dalam upaya pengumpulan

data/efiden pendukung;

- Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya

manusia.

3. Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah yang merupakan
indikator makro sasaran strategias daerah belum tercapai,

disebabkan oleh :

- Belum optimalnya peran Asisten Daerah selaku koordinator

68



komunikasi, koordinasi dan evaluasi antar OPD sesuai bidang
urusan terhadap pencapaian kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat Daerah;

- Belum optimalnya biro-biro yang mempunyai fungsi sebagai
penyusun rumusan kebijakan yang mendukung dalam upaya
pencapaian target sasaran daerah;

- Masih adanya kegiatan yang kurang sesuai dengan tujuan yang

akan dicapai.

4. Permasalahan lain dalam mewujudkan pelayanan aparatur adalah

mindset dan culture set aparatur sendiri, masih adanya aparatur
yang merasa minta dilayani bukan melayani menganggap pengguna
jasa layanan sebagai pemohon bukan pelanggan, tidak merasa

dikontrol dan sebagainya dan butuh anggaran yang signifikan;

4.2 Solusi Permasalahan Dan Kendala Utama

1.

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP perlu dilakukannya hal-hal

sebaai berikut :

Meningkatkan kualitas perencanaa dengan intens melakukan

koordinasi kepada bidang mitra Bappeda;

- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan
mengikuti pelatihan penysunan perencanaan, pengukuran dan
pelaporan kinerja, serta pendidikan dan latihan penyusunan

SAKIP;

-  Mempedomani peraturan perundang-undangan yang melandasi
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, memahami

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan

-  Mempedomani peraturan perundang-undangan yang melandasi
laporan evaluasi SAKIP.

Upaya meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi

- Intens berkoordinasi dengan unit kerja terkait sehinga dapat
mengembangkan atau membuat inovasi-inovasi baru dalam
pelaksanaan kegiatan.

Upaya pencapain Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah yang

merupakan indikator makro sasaran daerah perlu dilakukan hal-hal

sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran Asisten Daerah dengan selalu
melaksanakan Evaluasi terhadap target kinerja sesuai dengan

bidang masing-masing;
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- Mengevaluasi perencanaan, program dan kegiatan pada masing-

masing unit kerja / biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah.

4.3 Kesimpulan

1. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah
instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri
dari  berbagai indikator dan = mekanisme = kegiatan
perencanaan, pengukuran, dan pelaporan dan evaluasi
kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya
adalah menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan
tentang amanah yang diberikan baik keberhasilan maupun

kekurang berhasilan;

2. Peningkatan pengelolaan manajemen pemerintahan daerah
dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia sehingga
tercipta peningkatan kinerja aparatur dan dalam sasaran
tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan, capaiannya telah optimal yang telah ditetapkan
dalam kegiatan 20201 semua sasaran dalam kategori sangat
baik;

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk
pada akhir tahun anggaran sebagai sarana penting dan fungsi
pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sebagai cara
dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur
meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip
Good Governance dan fungsi manajemen Kkinerja yang

konsisten;

4. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang berat
sebagai memberikan pelayanan kepada OPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten juga memberikan pelayanan
kepada instansi vertical dan organisasi lainya untuk

diberikan dukungan anggaran yang memadai;

5. Melakukan penyempurnaan dalam mekanisme kinerja
sehingga dapat menghasilkan kinerja secara cepat dan

akurat;
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6. Melakukan pemantauan kinerja secara berkala dari tingkat
pimpinan berjenjang pada semua Biro sehingga dapat
menjamin pencapaian target kinerja dengan membangun
sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi

sehingga dapat mempercepat implementasi;

4.4 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Dalam rangka perbaikan kinerja pada masa mendatang,

direkomendasikan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

L.

Melakukan review atas perencanaan strategis terutama review
tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, sehingga
berorientasi outcome dan dapat menggambarkan kinerja utama
yang akan di capai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Darah (RPJMD) harus dijadikan acuan dalam menyusun Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah, diturunkan dalam rencana

kerja OPD, rencana kerja unit kerja dan perjanjian kerja;

Melakukan review perjanjian kinerja terutama dalam penentuan
sasaran strategis dan indikatornya, supaya ada keselarasan antara
sasaran strategis dengan proram dan kegiatan yang akan

dilaksanakan;

Melakuan pemantauan kinerja secara berkala dari tingkat pimpinan
berjenjang pada semua level sehingga dapat menjamin pencapaian
target dengan membangun sistem manajerial kinerja berbasis
teknologi informasi sehingga dapat mempercepat Implementasi
manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah, dan
memanfaatkan pencapaian kinerja tersebut sebagai dasar

pemberian reward dan panishment;

Laporan Kinerja Intenasi Pemerintah (LKjIP) sebagai cara dan
sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja intansi pemerintah
atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis

dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan;

Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan
atau kegagalan dari setiap pimpinan intansi /SKPD dalam
menjalankan misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam

mengemban jabatan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai cara dan
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10.

11.

12.

13.

sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi,
kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode
kerja dan Prosedur ©pelayanan masyarakat berdasarkan
permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan majameen
kelembagaan yang berkelanjutan dan berbagai bahan penyusunan
laporan kinerja intansi pemerintah daerah yang disusun oleh

pemerintah daerah;

Melakukan penjabaran (cascade down) atas sasaran strategis dan
indikator kinerja pad Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Darah (RPJMD) ke dalam berbagai sasaran strategis dan indikator
kinerja di Rencana Strategis Sekretariat Daerah sampai dengan
kinerja indvidu baik pejabat struktural eselon III dan IV maupun

masing-masing pelaksana,;

Meningkatan kulitas laporan kinerja sebagai unit kerja khusunya
dalam hal penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja,
memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh
pimpinan secara berjenjang untuk memperbaiki (feedback)
perbaikan perencanaan/ pelaksanaan program/ kegiatan, serta

peningkatkan kinerja secara berkelanjutan;

Meningkatkan kulitas akuntabilitas kinerja dan evaluasi program
Lingkungan Sekretariat Daerah, memanfaatkan hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja dan program secara nyata untuk mendapatkan
umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan
manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja organisasi

berkelanjutan;

Perlu penajaman kembali pemahaman seluruh Kepala Biro dan
aparatur yang membidangi perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi di Lingkungan Sekretariat Daerah terhadap

manajemen perencanaan dan manajemen kinerja;

Mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan
(SAKIP) untuk diimplementasikan kepada seluruh Biro di

lingkungan Sekretariat Daerah;

Meningkatkan kualitas manajemen perencanaan kinerja yang
berbasis penganggaran yang lebih proporsional sehingga berdampak

pada optimalisasi capaian kinerja;

Mendorong seluruh kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah
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14.

untuk lebih memprioritaskan perencanaan program dan kegiatan
serta target-target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja
Gubernur, perjanjian kinerja Sekretariat Daerah dan pejanjian

kinerja Kepala Biro berdasarkan target RENSTRA dan RPJMD.

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2022
diharapkan menjadi alat pengukuran/informasi dan bahan evaluasi
pelaksanaan kinerja pada tahun 2022 yang dapat menjadi acuan
dan motivasi dalam rangka meningkatan kinerja, pembangunan di
masa mendatang untuk mengimplementasikan pencapaian visi
“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah

Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik”.
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